
a. bahwa dalam rangka rnendukung pclaksanaan 
penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan 
Pernerintah Daerah Kabupaten Kendal schingga dapat 
mewujudkan tata kelo1a pemerintahan yang efektif dan 
efisien gun.a meoingkntkerr kinerja pemvrirnuban dan 
pelayanan publik sesuai Peraturan Merueri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Relorrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 tcntang Penyederhanaan Struktur Orgamsasi pada 
lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birckrast, maka 
Peraturan Bupati Kendal Ncmor 10 Tahun 2021 tcruang 
Pernbentukan, Kcdudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan 
Fungal scrt.a Tata Kerja Rumah Sakil Umum Daerah dr. H. 
Soewondo ketas B Kabupaten Kendal sudah tidctk sesuai 
dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dk-nbut den 
diganti: 

b. bahwa bcrdasarkan pertlmbangan sebagaimana dunaksud 
nurur a, perlu menetapkan Peraturan Bupaii tentang 
Kcdudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan F\ingsi serta 
Tara Kerja pada Ru mah Sa.kit U mum Daer-ah dr. H 
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal; 

1. Urrdartg-Uridang Nomor 13 Ta.hun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn dalarn Lingkungan 
Propins! Djawa Tengah scbagarmana rctah diubah dengan 
Undang-Un<lang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pcmbentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Ilndang 
Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembenrukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalarn Lingkungen Propinsi Jaw.a Tcn-gah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun J965 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiu Nomor- 
2757); 

BUPATI KJ::NDAL, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA E:SA 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUOUKAN, SUSUNAN 0RGANISASl, 1'UGAS DAN F'UNGSI SERTA TATA 
KERJA PADA RUMAH SAKJT UMUM DAF.:RAM dr. M. SOEWONDO KELAS B 

KABUPATEN KENDAL 

TENTANO 

PROVINS! JAIVA TENGAH 
PJ;:RATURAN BUPATJ KENDAL 

NOMOR 91 TAHUN 2021 

BUPATI KENDAL 

SALINAN 
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2. Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 LcntangApuraLur Sipil 
Negara (tembaran Negara Republik tndonesia 'l'ahun 2014 
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nemer 5494); 

3. Undang-Undana Nomor 23 Tahun '..1014 teruang 
Pemeriruahan Daer-ah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nornor 5587} sebagairnane tclah diubah 
bebcrapa kali terakhtr dengan Un dang· U ndang Nemer I I 
Tahun 2020 teruang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Perncrintah Nomcr 32 Tahun 1950 teruang 
Penetapan Mulai Berlakunya uncang-undang 1950 Nomor 
12, l.3, 14, clan 15 dari hal Pemberuukan Daerah-dacrah 
Kabupatcn di ,Jawa Timur/Tengah/Barat clan Daerah 
lsurnewa Ycgyakarta; 

5. Peraturan Pemerimah Nomor 16 T'ahuu 1976 tcntang 
Perluasan Koramadya Daerah Tingkat 11 Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenrang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor l 14, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5$87) sebagaimana telah diubab 
dengan Peratan-an Pernerinrah Nomor 72 Tahun '20 l 9 Lcntang 
Perubahan Aias Peraturan Pemcrirnah Nomor l8 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara RepulJlik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik 1 ndoncsia Nomor 5887), 

7. Peraturan Ptm(;rlntah Nomor 1 l Tahun 2017 ieruang 
ManaJemen Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbaban Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Perntur'an Pemer'intah Nomor 17 Tahcm 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor I I 
Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai Ncgcri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.20 Nornor 
68. Tarnbahan ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Merueri Pendayagunaan Aparatur Nt:gara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administras! ke dalarn .Iabaran 
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

9. l'eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
penyederhanaan Strukrur Organisasi Pada lnstansi 
Pcmcrintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berha Negara 
Rcpu.blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5"16); 

10. Peraturan Daerah Kabupat.en Kendal Nomor b 'Tahun 20lb 
teruang urusan Pemerinrahan yang Menjadi Kewenangan 
Perner+ntaban Daerah Kabuparen Kendal [Lembaran daerah 



sebagai unsur 
yang memimpin 

yang mc::njadi 

Dalam Peraturan i.ni yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal. 
2. Pernerin Lah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemeriruahan Daerah 
pclaksaneen urusan pemerinuahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kendal. 
5. Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal. 
6. Dinas Kesehatan yang seleniumya disehut Dinas adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. 
7. Kepala Dines adalah Kepala Dinas Kcschacan Kabupaten 

Kendal. 
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Ru mah Sa.kit Umum Daerab dr. H. Soewondo 
Kelas B Kabupaten Kendal. 

9. Kepola RSUO yang selanjutnya disebut dengan Direktur 
adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah dr. H. 
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal. 

10. Apararur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

Pasal 1 

BAB l 
KETEN1'UAN VMUM 

PE:RATURAN BVPATI TENTANG KEDVDUKAN. SVSVNAN 
ORGANISAS!, TVGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER,JA PADA 
RUMA!-! SAKIT UMVM DAERAH dr. H. SOEWONDO KELAS B 
KABVPATEN KENDAL. 

MEMVTVSKAN : 

Kabupatcn Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

11. Peraruran Oae,·ah Kabupatcn Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lernbaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 20 l 6 Nomor 8 Seri D No. I, Tambahan Lembaran 
Daerab Kabupaten Kendal Nomor l 59) sebagairnana telah 
diubah bcberapa kali terakhir dengan Pcraruran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan susunan 
Perangkat Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Kendal TahL>n 2021 Nomor 13, Tambahan 
Lernbaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 219); 

Menetapka.n 



(!) RSVD dipimpin oteh seorang Direktur. 
(2) Oirektur berkedudukan di bawah dan eertanggung jawab 

kepada Bupati rnelalui sekrerarts Oaerah dan Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
i{r;:dudukan 

BAB Ill 
KEDlfDUKAN. TUGAS DAN FUNG$! 

p) Dcngan Peraturan Bupati rm dibentuk RSUO yang 
merupakan uml nrganisasl bersifa! khusus. 

(21 RSUD sebagaimana dimaksud pada oyat (1) mcnerapkan pola 
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. 

Pasal 2 

BAB ll 
PE:~BENTU KAN 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansr 
perneriruab. 

11. Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebuc PNS adalah 
Pegawai yang telah mernenuhi syarat yang ditcru ukan 
diangkat oleh pejabat yang berwcnang dan discruhl iugas 
daiam saru jabatan ncgeri atau diserahi tugas negara lainnyu 
dan digaji berd asarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

12. .Jabatan Fungsional adalah Jabatan f'ungsional adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan rugas berkauan 
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan ketcrampitan ierternu. 

13. Kelompok .Jabatan Fungsional adalah sejumlah cenago 
datam jenjang fungsional yang terdiri dalarn berbagai 
kelornpok ses1 •. H;1i dengan keahliannya. 

14. Sub K.oordinator adalah PNS yang diberlkan tugas unruk 
membantu Kepala Bagian/Kcpala BidanS} 
Sekretaris/Koordinator dalarn mcnyusun percncanaan. 
pelaksanaan dan pengenda1ian. pemantsuan dan evaluasl, 
serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya scsuai lingkup 
rugas dan tungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkut 
Oaerah. 

15. Pel~ksana Sernor adalah PNS yang mcmiliki seniornas dari 
aspek kepangkatan dan mernpunyai kornpetcnsi unruk 
ditunjuk o1eh l<cpa.la Pcrangka1 Daeran untuk dsbcrikan 
rugas mernbaruu Sekretaris/Kcp<>la Bidang/ Ke palx 
Bagian/Koordinator pada unit kerjanya da1;;11n meny-1,.1sun 
pcrencanaan. pclaksanaan dan pengendanan. pernaniauan 
dan evaluasi, serra pelaporan kegiatan lingkup iugas dan 
lungainya. 



( l) susunan Organisasi RSUD terdiri dari; 
a. Dircktur ~ 
b. \Vakil Direkrur Adnunistrasi umum dan Keuangan ynng 

mernbawahkan : 
t . aagian Pc:1 encanaan, Gvuluasi dan Pelapnran: 

Pasal 7 

BABlV 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 6 
Untuk menjatankan iugas sebagaimarta dirnaksud dalarn Pasal 
5, RSUD mempunyai [ungsi : 
L penyelenggaraan pelayanan pengubalan clan pcmulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pclayanan rurnab saku; 
2. perneliharaan dan peningkatan kesehatan pcrorungan rnelalui 

petayanan kesehaian yang paripurna dngkm kedua dan 
ketiga sesuai kebutunan medts; 

3. pcnyelenggaraan pendidikan dan pelauhan surnner daya 
rnanusia dalam rangka peningkatan kcmamplul.n dalam 
pemberian pelayanan kesehatan: dan 

4. penyelenggaraan penelitian dan pen gem bangan serta 
pennpisan ceknologi hida.ng keseharan dalarn rangka 
penlngkatan pelayanan kese'hatan dengen memperhati\<311 
etika ilrnu pengetahuan bidang keseharan. 

5. pelakaanaan kesekretariatan rumah saku; 
6. pclaksanaan pengclolaan keuangan. aset dan 

kepegawaian;dan 
7. pelaksanaan Iungsi kcdinasan lain yang dibcril<an oleh 

Bupati di bidang pelayanan rumah sakit. 

Bagian Ketlga 
Fungsi 

Pasa] 5 
RSUD mempunyai rugas mcnyelengga.ra.kun pclayanart 
ke sehaten perorartgan secara paripurna yang meliput I promouf, 
preventif, kuratif, rchabilitauf, dan pen_ye]enggaraan pendichkan 
dan pejauban, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian 
rnasyarakat. 

Pasa14 

(l) Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepals Dinas 
sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 3 ditakeanakan melah.u 
peny•mpaian laporan pengelolaan keuangan dan barang 
rnilik Daer~h serta bidang kepegawaian. 

(2) Penyampaian laporan scbagaimano dimaksud pada ayat (I) 
digunakan untuk sinkrornsasi pencapaian basil 
pembangunan keseharan dacrah 

Bagtan Kedua 
Tu gas 



(H RSUD dipimpin oleh seoreng Direktur yang mernptrnyai 
rugas dan Iungsi mc::mimpin penyelenggaraan rurnah sakii 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 

(2) Uruuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Direktur sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 7 ayat (q huruf a mempunyal uraian iugas: 
a. merurnuskan konsep kebijakan kesehatan Daerah d1 

bidang pelayanan r-umab sakit berdaaarkan peraruran 
pcrundang-undangan sebagai bahan arahan operasional: 

b. merumuskan dan rncnetapkan program kegjauan RSUD 
berdasarkan basil evaluasi kegiatan tahun scbelurnnya 
dan peraturan penmdang-undangan~ 

c. mengoord.inasikan urusan rurnah tangge RSUD :;c&u1;,, 

kesehatan Daerah; 
d. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan 

petunjuk dan bimbingan baik secero tisan maupun tertuus 
guna menmgkatkan pelayanan HSUD; 

c. mcrumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk ieknls 
penyelenggaraen pelayanan RSUD sesuai dengan 
pcraruran perundang-undangan sebages pedoman 
operasional kegiatan; 

I, melakaanakan pernbinaan teknis clan administraur d1 
bidang pelayanan rumah sakit sesuai kebijakan yang 
duetapkan oleh Bupati; 

g. menyclenggaraka.n kcgiatan pelayanan RSU O sesnai 
program dan kebijakan vang telah ditctapkan; 

h. mengoordinasikan kegiatan pengawasan don pcngendahan 
pelayanan RSUD dengan mstansl terkait agar ha~ilny.a 
terpadu dan leb1h akurat: 

i. membina peiaksanaan uruean pemee-ineahan di bidcu1g 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Dircktur 

BABV 
PE:NJABAR.AN TU01\S POKOJ{, F'UNGS!, DAN URAIAN TUGAS 

2. Bagian Urmrm dan Kepegewnian ; 

3. Bagian Keuangan. 
c. Wakil Direktur Pelayanan, yang membewahkan: 

1. Bidang Pelayanan Medis; 
2. Bidiilng Pelayanan Keperawatan: 
3. Bidang PelayaJlan Penunjang. 

d. De v van Pengawas~ 
e. Unit Organisasi Pcnrluktrng; 
r. Kelompok Jaba tan l'ungsional. 

(2) Bagan organieesi RSUD sebagnimana dimaksud pada ayai 
P} sebagaimana rercanLum dalam Lampiran yang 
merupakan oagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupari 
ini. 



(1) Wak.il Dircktur Administrasi Umum dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b berkedwdukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direkrur. 

l2) Wakil Direkrur Administrasi Umum dan Kcuangan 
sebagalmana dirnaksud pada eyat (1), mempunyai rugas 
melaksanakan sebagian rugas Direktur dalarn pcrurnusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pernbinaan, pcngawaaun , 
peugendalian, pengclolaan dan Iasllitasr kegiaran di bidang 
adrninisrrasi urnurn <Ian keuangan. 

(3) Unn.1k rnelaksanakan tug:i~ sebagairnana dimaksud pads 
ayat (2). Wakil Direkrur Adminisirasi Umurn dan Kt;'llang~1n 
rnempunyai Iungsi: 
a. pcrumusan kebijakan teknls <li bidang adminieu-aei 

urnurn dan keuangan; 
b, pengoordinasian dan petaksanaan kegiatan di bidang 

adrninisrrasi umum dan keuangan: 
c. pembinaan, pengawasao dan pengcndalian kegjaran di 

bidang admintsu-asr urnum dan keuangan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang adminisuast 

urnum do.n keu~nga11; dan 

Bagian Kcdua 
Wakil Direktur Administrasi Umum den Keuangan 

Pasal 9 

pelayanan rumah sakit baik teknis rnaupun adrmntstreu r 
berdasarkan peratoran perundang·undru,gan; 

j. merurnuskan pedoman dan petunjuk teknis cli bide.ng 
pelayanan rumah sakit di RSUO sesuai dengan pcraturan 
yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas: 

k. mcngendnlikan pelakeanean kegiucan peningken.art muLU 
dan pernantauan kegiaran RSUD: 

I. mengcvaluasi pelaksanaan kegiaian RSUD dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang tcla.h disusun 
unruk be han laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak 
lanj ui: 

m. !'nenyclcnggarakan dan mengarahkan pcncapaian siandar 
Pclayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan rurnah saku 
sesuai pcreturan perundang-undangan; 

n. mengevaluasi dan mernlai prestasi kerja bawn han 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja 
sesuai ketenruan dalam rangka pemngkatan karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan: 

p, menyarnpaikan aeran dan perumbangan kepada atasan 
haik eecara Hsan maupun tertulis berda sar'kan kejie n dan 
peraruran perundang-undangan scbugai babe n maaukan 
guna kelancaran pelaksanaan rugas dic\r"l untuk 
mcnghindari penyimpangan: dan 

q. rnclakeertakan rugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan rugas clan fungsi unit kerjanya. 
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k. mengarabkan penyusunan Rencana Bianis dan Angga1·an 
{RBA)., Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumcn 
Pelaksanaan Anggaran lDPA), dan Dokumen Pde1.k:;anaan 
Perubaha.n Anggaran (DPPA); 

I. mcngar~hkan kegie1.1an adminisff::tsi L'ntium dal'l keuanwin 
6 

perumust.tn 
psmhinasm. 

f€1silitnsi dan 
kerja. serta 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
adrninistrasl umum dan keuangan. 

(4) Untuk melaksauakan tugas dan luugsi sebagaimuna 
dimaksud pada ayat (2) dan ayaL (3), Wakil Dircktur 
Administrasi Umum dan Keuangan mernpunyas uraian tu.gas: 
a. rnenvusuu progrnm kegiatan Wakil Dirckru.t Adrrunistrasi 

Umum dan Keua:ngan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelurnnya dan peraruran perunoang-undansao 
sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. mcnjabarkart perincah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasalanan dan peraturan perunda.ng-und~ngan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisicn; 

c, rnernbagi tugas bawahan seauel dengan jabatan dan 
kompctensinya serta memberikan a rah an baik secora 
lisan maupun terrulis guns kelancaran p<:laksanaan 
tu gas. 

d melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan msransi 
cerkait baik vertikat maupun horisont-al unruk 
mendapatkan informasi. masukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonises! pclekeanaan LL1gas; 

e, menelaah dan mcng.kaji pcraturun pcrundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan 
uncuk melaksanakan kegiatan; 

( menyiapkan konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas 
yang berkauan dengan kegiatan adrnirustrasr umum dan 
keuangan; 

g mengoordinasikan dan menyiapkan konscp Renca.ru;, 
I<egiat.an dun Anggaran (RKA), Dok.umen Pclaksanaan 
Anggaran (DPAl serta perubahan anggaran sesuai 
ketentuan dan plafou anggaran yang ditetapkan: 

h. mengoorclinaslkan dan menyiapkan korrsep Rencuna 
Pem bangunan .Jangka Menengal1 Daerah tRP,J MD). 
Rencana Strategis [Rcn stra}, Rencana Kerja \Rcnja). 
lndika,or Kinerja Utarna (IKU). Perjanjian Kinerja (PK) nan 
jenis dokurnen perencanaan lainnya sesuai dengan 
kelentuan yartg berlaku; 

L mengoordinaslkan dan menyia.pkan konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungiawaban Bupa Li (LKl'J I, La po ran 
Kinerja tnstausi Pemerintah (LKjlPl. Evalutisi Kinerja 
pernbangucan Daerah (EKPO), Sistem peugendalian lruern 
Pcrnertntan (SPIP), Pengendalian Operasional Ke&iatan 
\POK) dan jenis pclaporan Iatnnya sesuui dongan 
ketemuan yang berlaku; 

J. mengarahkan dalam penyiapan bahan 
kebijakan teknis. pcngoordinasian, 
pengawasan, pengendalian. pengelolaan, 
penerapan ketaialaksanaan, budaya 
pelayanan publik; 



f>asal JO 
[I] Bagian Percncannan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagairnano 

dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (JI huruf b angka I dipimpin 
olch seorang K~pala Ba~ian yang berkedodukan di bawuh 
dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi 
Umum dan Keuangan. 

(2) Kepala Bagian Perencanaan, Evalua~i, dan Pelaporen 
sebagairnana dimaksud pada ayai (lJ mempunyai iugas 
melaksanakan sebagian rugas Wakil Direktur Adrnirusrrasi 
Urnum dan Keuangan dalam perumus.an kebijakan rekms. 
pengoord inasian, pembinaan, pengawasan, pi:ogendalian, 
pengelotaan, fasHit.asi, evaluasi, dan pelaporao kcgiatan di 
bidang pcrencanaan kegiatan, pengelotaan data < Ian sistem 
inforrnas! manajemen, serta monitoring. evaluasi dan 
pelaporo.n. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2). Kepala Bagian Perencanaan, evaruast, dan Pelaporan 
mernpunyai fungsi : 
a pc:nyusun rencana kerja bcrbeaie program dan snggaran 

Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 
b. pernantauan, evaluasi. dan pcnyusunan laporan kegtatan 

Bagian Perencariaan , Evalunsi, dan Pelaporan: 
c pengoordinasian penyusunan rencana kcrje dun reucann 

bisnis anggaran RSUD~ 
cl penyusunen bahan perumusan kebijakan icknis 

perencanaan RSUD; 
e. penyiapan bahan perurnusan keb1jakall teknis. 

Bagian Ketiga 
Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pclapornn 

sesuai dengan pcraruran pttund~ng·undangan agar 
kegiaf an dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan 
bcrdayo. guna; 

m. mengarahkan pdayanan kegiatan administrasi umurn dan 
keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien: 

n. me rcncanakan dan mengoordinasikan pencrapan 
pencapaian lndikator Stander Pelayanan Minimal (RPM! 
RSUD sesuat dcngan bidang tugasnye dan peraturan 
perundang- undangan; 

o. rnengevalua.si dan menilai prcstasi kcrja bewahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kerja 
sesuai kerentuan dalam rangka pcningk:atan karir, 
pembcrian penghargnan dan sanksi; 

p, membuat laporan pekaksa naa'n cugas kcpada pirnpinan 
sebagai daear pcngambilan kebijakan: 

q, rnenyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada atesan 
balk sece ra lisan rnaupun tertulis berdasarkan kajian dan 
peraturan perundang-unda.ngan sebagai bahan masukan 
guna kelancaran pelaksanaan rugas da n umuk 
menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan rugas kedlnasan lain dari pimpinan sesuai 
dcngart tugas dan Fungai unit kcrjanya. 

,, 
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pelaksanaan dan pelayanan adrninstrasr dan teknls ct, 
bidang perencanaan, monitoring evaluasi, data dan 
elatem informasi manajernen; 

f. pelaksanaan cvatuasl dan penyusunan la po ran kinerja 
RSUO; dan 

& pelaksanaan tugas kedinasan Lain yang dibcrikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tu.gas clan. Iungsinya. 

(4) Untuk melaksanakan rugas den fungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3l. Kepala Bagian 
Perencanaan, Ei:va}uasi, den Pelaporan rnempunvai uraian 
iugas: 
a. menyusun rencana dan program kegtaian Bagian 

Perencanaan. Evaluasi, dan Pelaporan berdasurkan basil 
evalusrsi keglatan rnhun sebelurnnya dan peraruran 
perundang-undengan: 

b. menjabarkan perintah plrnpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas bcrjalan efektif dan efisien; 

c. mernbagi iugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya serta memberrkan arabso baik secant 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
rugas: 

d. melaksanakan koordinasi clan konsuh . .aei dengan inatanai 
ierkait balk vcrtikal maupun horizon i.al uruuk 
mendapatkan infcrmasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronissai dan harmonisasi petaksanaon tugas; 

c. menetaau dan rnengkaji pcretorun per-undung- 
undangan sesuai lingl<up rugasnya sebagal bahan atau 
pedoman uruuk mclaksanakan kegiatan; 

f. mcngoordinasikan pcnyusunan petunjuk tcknis, 
pctunjuk pelaksanaan, dar\ naskah dinas sesuai lingkup 
tugasnya guna rnendukung kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

g. mengoordinasikan pelayanan pcnge1olaan data clan 
sistern informasi manejcrnen scsuai keteruuan yang 
berlaku guna kclancaran iugas; 

h. rnengoordinasikan dan memfasilitasl pcnyusunan 
Laporan Keterangan l)crt~11ggt1ngjawaban Bupati (L"PJl. 
Laporan Kinerja lustansi Pemerintah (LKjlP), Evaluasi 
Kinerja Pembanguna11 Daerah jEKPD). Sistcrn 
Pcngendalian Intern Pemermtah (SPIP), Pcnge11dahan 
Operasional Kegiatan (POK). dan jenis pelaporan lainnva 
sesuni dcngan ketentuan yang berlaku: 

i, mengoordinasikan penyiapan buhan perurnusan 
kebijaken teknis, pengcordinastan. pemhinaan , 
pengawaaan , pengertdafian, pengelolaan dan rasmws, 
penacaan tatalaksana. budaya keria, serta pelayanan 
publik; 

J. mengadakan bimbingan tcknis tcrkai: kegiarsm 
perencanaan, pengelolaan data dan sistern unormasi 
manajemen. monitoring. cvaluasi dan peluporan di 
lingkungan RSUD; 

k. mcngoordlnastkan penyusunan Stanclar- Opcreeionnl 
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Bo.gian Keernpar 
Bagian Umum dan Kcpeg.awaian 

Pasal 12 

(l) Bagian Umum dan Kepegawaian seoagatmana dimaksud 
dalam Paso! 7 huruf b angka 2 dipirnpin oleh seorang Kcpala 
Bagian yang berkcdudukan di bawah de.n bertanggi.1ng1awab 
kepada Waktl Direktur Adtninistras1 Umurn dan Keuangan. 

(2l Kepala Bagi an U mum dan Ktpegawaian sebagaitnalli;i 
dimaksud po.da ayM (l) mcmpunyai tugas melaksa.nakan 
scbagian tugas \Vakil Direkrur Administ.rasi Umum dan 
Kcpegawaian datam pcrumusan kebijakan teknis, 
pcngoordinasfa.n, pembmaan , pengawaean, pcngendalian, 
pengelolaan. fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kcgiatnn di 

Pa""I 1 l 
(1) Susunan Organisasi Ba.gian Perencanaan, Evalua:si. dan 

Pelaporan sebagaimana di.maksud pa sal 7 hurur b angka 1. 
terdiri ataa kelornpok jabatan iungsional yang rcrbegi ataa 
tiga sub koordinaior. 

(2) sub Koordinator, scbagaimana duneksud pada ayat (It. 
terdiri atas · 
a. Sub Koordinator Perencanaan; 
b. Sub Koordinator Daw dan Sistem lnforrnasi Manajemen: 

rlan 
c. Sub Koordinstor ~,tonitoring Evaluas1 dan Pe1aporan. 

(3) Sub koordinator sebagairnaoa drrnakaud pada ayat 12), 
bertanggung jawab kepada WakiJ Dire}nur Admini:,;tn.1.si 
Vmum dun l{el.langan melalui Kepala Bagian Percneanaan, 
Evaluasi. dan Pela po ran. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pads ayet (2) huruf 
mempunyai rugas sebagaimana tercarrturn dalarn Larnpiran 11 
yang merupakan bagian Lidak Lerpisahkon dari PeratlH'an 
Bt1p:)ti ini. 

kcgiaian kepada 
clan pengamhilan 

n. menyusun laporo.n pela ksariaan 
atasan sebagai baha.n evaluasi 
kebijakan berikumya; 

o. menyampalkan saran dan perumbangan kepada 
pimpine n baik lisan maupun rertulis oerdasarkan kajian 
agar kcgiatan berjalan lancar serta unruk menghlndari 
penyimpangan; dun 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari plmpinan sesuai 
dcngan rugas d::m fungsi unit kerjanya 

Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan Evaluasi clan 
Pelaporan; 

L 111engoordinasikan percncanaan kebutuhan surnber daya 
manusia Bagian Perencanaan Ev•Juasi dan Pelaporan 
sesuai beban keria dan keicruuan yang b<erlaku, 

m. menge.valu.asj den rnenilai prestasi kcrja bawahan 
bcrdasarkan sasaran kcrja pegawai dan perrlaku kerja 
sesuai ketentuan datam rangka pcrringkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

II 
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bidang keratausahaen, pengurusan rum ah tangga, 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta 
pctayanan hukum, humas dart pemasa.ran. 

(~) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2~. Kepala Ba.gian Umum dan Kepegawttian rncmpunyai 
fungsi: 
a. penyusunan rcnca na kcrja berbasis pad a program dan 

anggaran Bagian Umum dan Kepegawaian;. 
b. pemantatmn, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Bagian Um1.1m dan Kepegawaian; 
c. penyusunan banan perurnusan kcbijakan tcknjs di bidang 

ketat.ausahaan, pengurusan rumah tangga, ke~gawaion 
dan pcngembangan sumber daya manusia serta pelayanan 
hukum, hurnas clan pernasaran; 

d. penyiapan bahan perumoean kebijakan teknis, 
pelaksanaan dan pclayanan adminatraai clan tckrus di 
bidartg kcetatausahaan, pcngurusan rumah 1angg.a, 
kepegawaian dan pengembangan surnbcr dayn manusia 
serta pclayanan hukurn, humas dan pemasaran: dan 

e. pelaksanaan tuga:$ kedlnasan Lain yang diberikem oleh 
pirnpinan sesuai dengan rugas clan fungsinya. 

{4) Untuk mclekeanakan tugas dun fungsi sebagaimane 
dimaksud pada ayat (2) clan ayar (3), Kepala Bagian Umum 
dan Kepcgawaian mempunyai uraian t1.1-ga$: 
a. menyusun rencana dan program kegiaran Bagian Umum 

dan Kepcgawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 
iahun sebelumnya dan perattn-an pen.1.ndang-undangan: 

b. meniabarkan perintah pimpinan mclehn pengkajia,, 
perrnasalahan dan peracuran perunctang4undangan agiu 
pelelceanaan cugas berjalan efrktif dan efisien: 

c. rnernbagi rugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kornpetensinya sena memberikan arahan baik sccara 
Iisan rnaupun tertulis guna kelancaran pdaksanaan 
tugas: 

d. melaksanakan koordinasi clan konsulcasi dengan Instansi 
terkait baik vcrrikal maupun horizcrne! untuk 
mendapatkau lnformasi. masukan, serra datnrn rangka 
~inkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan mengkttii peraruran peruudang- 
undangan sesuai ungkup tugasnya scbagai bnban acrru 
pedoman untuk melaksenakan kegiatan: 

r. mengoordinn:,ikan penyusunan petunjuk rekms. 
petunjuk petaksanaan. dan naalcah dinas sesual Ungkup 
rugasnya guna mendukung kelancaran pctakeanaa n 
kegiatan; 

g. mengoordinasikart bimbmgan teknis ierhadap kegiatan 
ketat.ausahaan, pengurusan rumah tangga, k~pcgawaian 
dan pengembangan sumber daya manusia- sertu 
pelayanan hukum. humas dati pemasaran sesuai dengi'.t1l 
pedoman, kd,ijakan yang ditetapkan pimpinan, dan 
pen:i.turan perundang .. undangan a.gar pe1aksanaa.n lllgas 
dapal bet'jalan dengan baik dan lane~ r: 

h. menyusun konsep pedoman da:n peLunjuk 1ek111~ d.i 

ll 



o. menyampaikan saran dan pertlmbangau kepada 
pimpirian baik lisan maupun iertulis oerdasarkan kajian 
agar kegiarau berjalan lancar serta untuk m-.:nghmdari 
penyimpangan; dan 

p. metaksanakan tugas kedmasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pa-sal l:) 
(1} Susunan Organisasi Bagian Umurn dan Kt>pcgawaian 

sebagairnana dimaksud datarn Pasal 7 huruf b angku l. 
terdlri alas kctom pok jabatan rungsional yang tcrbagr ot...ts 
tiga sub koordinator; 

l2) Sub koordinaior. sebagaimnna dimal<sud pada ayat (I), 
tcrdir'i atas ; 
a. Sub KoordiJ1~1.or T.ata Usaha dan Ru.mah Tangga: 
b. Sub KoordinaLOr Kepcgawaian dan Pcngembangan 

Sumber Daya Manus,a; dan 
c. Sub Koordiuator Hukum, Hubungan Masyarakul dan 

Pemasaran. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat t2). 

bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrusi 
Umurn dan Keuangan melalui l,;,epala Bagian Umum dan 
Kcp<;gawalan i 

(4) Sub Koordinaror sebagnrmana dimaksud pada ayat (2) hurur 
mernpunyai tugas sebagaimana terca nrum da lam Lampi ran ll 
yang rnerupakan bagian tidak tcrpisahka.n darl Perau .. iran 
Bupau ini. 

kegiatan kepada 
dan pengambilan 

bidang ketatausahaan, pengurusan rumah rangga, 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 
serta pelayanan hukurn, humas dan pemasaran di 
lingkungan RSUD scsual dengan pcreruran perundang 
undangan: 

1. rnemberiknn pelayanan urusan keta~ausah.:u:1.n, 
pengurwsan r-nmah tangga. kepegawaia.n dan 
pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan 
hukum, humas dan pemasaran: 

J· mengoordtnaaikan kegiatan pengarnanan dan kebersiha n 
lingkungan RSUD agar tercipta Iingkungan RSUD yang 
arnan, bersih, rapi, dan nyarnan; 

k. mt::ngoordinasikt'm penyusunan SLandar tjperosionel 
Prosedur (SOP) Bagian Umum dan Kepegawaian; 

I. mengoordinesiken percncan~art kehutuhan surnbcr daya 
manusia pad a Bagian U mum dan Kepegewaian seauai 
beban kerja dan kerentuan yans berlaku; 

m. mcn.gev3Juasi den menilai prestasi kerja bawana» 
berdasarkan saseeau kerje pegawal dan perilaku kerja 
sesuai ketcniuan dalam ranglw. pe ningkaian karir. 
pemoerian penghargaan dan sa nkai; 

n. menyusun laporan pclaksanaan 
atasan scbagal bahan eva luasi 
kcbijakan berikutnya; 



( I) Bagian Kcuangan sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 7 aya, 
(11 huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berkedwduka n di bawah dan bertanggung jaw ab kepada 
Wakil Direktur Administ rasi Urn um da n Keuangan, 

(21 Bagian Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat t l) 
mernpunyai tugas melaksanakan scbagian lu,(aS Wuk,I 
Direktur Adminisi rasi Umurn dan Keuangan dalam 
perurnuaan kebijakan ceknis, pengoordirrasian. pernbinaan. 
pengawasan, pengendalian. pengelolaan, fasilitasi, evaluasi. 
dan pelaporan kcgiatan di bidang pcnycsuneo auggar-an , 
perbendaharnan, mobilisasi dana, .akuruemai dnn 
penatausahaan barang milik Daeran scrta vcr-iflka si 
keuangan. 

(3~ untuk melaksanakan luga.:s scbt\g<1imana dimaksud pada 
ayat (21, Bagian Keuangan mempunyai Iungsi . 
a. penyu~unan rencana kerja berbasis pada program dan 

anggaran Bagiau Ketmngarr; 
b. pemantauan. evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Bagian Keuangan: 
c. pcnyusunan bahan perumusan kehijakan tekms d1 bidang 

anggaran, peruendaharaen. mobilieasr dana, akuntansi 
dan penatausa.haan barang rmlik Daerah serto verilik.asl 
keuangan; 

d. pelaksanaan reknis dan administrasi di bidang anggaran, 
perbendaha.raa.11~ mobitisasl dana, akuntansi dan 
penatausahaan barang mitik Daerah serta verifikasl 
keuangan; 

e. pelaksanaan pernaruauan dan pengendahan di bklang 
anggaren, pcrbenduharaan, mobilieasi dana, akllntan:::;i 
(Ian penatausahaan barang mibk Duerah serta verifikaai 
keuangan;dan 

r. pdaksanaan iugas kedinasan lain yang diberikan olen 
pirnpinan seenaai dc:ngan tugaa clan Iungsinya. 

(4) Untuk melaksanekan iugas dan Iungsi sebageimanu 
dimaksud pada ayai (3~ clan ayat t4j, Kepala Bagian Kcuangun 
mernpunyai uraian t ugas : 
a. menyusun reocana dan program kegiatan Bagian 

Keuangan berdasarkan nasu cvaluasl kegiaiun tahun 
sebelumnya clan peraturan perunctang-unctangP-n; 

b, menjabarkan perintah pimpinan metalui pengkajian 
permasa!ahan dan peraturan perundeng-undangan agar 
pelaksanaan iugas berjalan efel<tif clan efislcn; 

c. mcrnbagi tugas bawahan sesuai dengan jabaJ.an dan 
k.ompeLcnsinya serta rnemberikau arahan baik sccaru 
lisan maupun rertulis gune kelancaran pelaksanaan 
rugas: 

d. mclaksanakan koordinasi dan konsuuasi dengan ln$tans1 
terlcait baik vertikal maupun horizonu-ti u1,1uk 

Pasal 14 

Bagian Kelima 
Bagian Keuangan 

IJ 



o. menyampaikan saran dan perrimbangan kepada 
pimpinan baik lis.an maupun ren ulis berdasarkan kajism 
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk mcnghind<1rl 
pe.nyirnpangan~ dan 

p, mctaksanakan rugas kedinaaan lain dari pimpina.n sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

keglatan kc pada 
dun pcn~un"lbilun 

mengoordinasikan pcrencanaan kebutuhlUl sumber daya 
manusia pada Bagian Keuangan sesuai bebsn kerja dan 
keientuan yang bcrlaku; 

m. mengevaluasi dan rnenilai prcswsi kerja bawehan 
berdasarkan sasaran kcrja pegawai clan perilaku kerja 
seeiaai keterrruan datam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargo.nn dan sanksi; 

n . mcnyusun laporan pelaksanaau 
atasan sebagai bahan evajuaal 
kebijakan berikutnya; 

I. 

mendapaikan informasi, masukan, serta dalarn rangka 
::.inkroni!-.asi dan harmornsasi pelaksanaan LUgHs; 

e, meuelaan dan rucngkaji peraecran perundang- 
imdangan sesuai lingkup rugasnya scbagai oahan atau 
pedornan umuk melaksanakan kegiatan: 

f. mengoordinasikan penyusunan petunjuk tekms, 
petunjuk pelaksaneun, dan ne skub dinas. sesuai 1ingkup 
rugasnya guna mendukung kc1anco.ran pe1aksanaan 
kegiaian: 

g. mcnyiapkan rumusan anggar'an pendapatan dan belanja 
rurnah sakil, membuat analisis .akuru.anai keuangan 
secara periodik dan vcrifikasl keuangan unruk pedoman 
dan terub admimstrasl keuangan; 

h. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagiau 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalarn rangka 
pcnyusunan Rcncana Biania clan Anl!,gan,m (RBA). 
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran [DP/\) dan serta perubanan 
anggaran sesuai dengan ketentuan dan plafon anggaran 
yang ditetapkan agar iercipta sinkron1sasi dan 
kescsuaian penyusunan \;lnggaran dcngan peraturan 
perundang~undangan keuangan yang, mengarur; 

L me mbcrikan bimbingan teknis cernadep kegiaian 
penyusunan anggaran, mohilisasi dana, pcngelo1aan dan 
pcngendalian kcuarigan , perbendaharaan. akuruansi dan 
verifikasi serta penatausahaan barang milik Daerab 
sesuai kebijakan yang dltetapkan olch atasan dan 
peraruran pe.n1nda.ng-undangan: 

J. mcngatur penyusunan anggaran pendapatan diem belanja 
rurnah sakit. kcgiatan pe:rbendaharaan, akun Lans1 dan 
verifikasi serta penatausanaon barang milik Daerah 
sesuai peraturan perundaog·undangan, agar kegiaw.n 
dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, 

k. mengoordinasikan pcnyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Bagian Keuangan; 
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Bagian keenam 
\Vakil Direktur Pelayanan 

Pasal I(> 

Ill Wakil Oirck,ur P<:layanon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 nurur c berkedudukan di bawah dan h<·r<an(l8ung 
jawab kepada Direktur. 

(2) \Vnkil Oirekcur PelAyonan sebagnimana dimaksud pada ayat 
[I] rnempunyai tugns melo.ksanakan sebagian ltlp,.is Dircktur 
datam perumu:;an kcbi1WCan reknis penRourdinu1>ian. 
pembinaan, pengawasan, pcngendaliun, pengclu!aan dan 
fo~ilitas1 kegiatan di bidang peiayanan mcdts. peluyonau 
keperawatan, dan pelayanun penunjang 

(3) Untuk metaksanakan rugae aebagatmana dimaksud padn 
nvet (2). \Vakil Dircktur Pclttyanun mempunyai funR~i: 
a pengoordinaaian pcrencanuan program kt:~UU.d.11, 

pen)us.unan petunjuk teknis dan naskah dmas d1 b1dong 
peluyanau media, pel0)'1nan keperuwatun. dnn pelavanan 
penunjang; 

b pengoord,nasian. penaembangan, dan fasilil8»'. kq\i.Han 
bidong pelayanan medis. pelayanan kepcrawatan, dan 
pdayanan pcnunjang; 

c. pemblnaan dan pclaksanaan kenduu muru. kcndoh buiy~ 
dan keselnmaran pasien di bida.ng pclayanan mcdis, 
pelayanan kepemwatan, dan pelayanan penunjung; 

d. pelaksanaan rnonlroring, evaluasi, dan petapornn kegiaran 
pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan 
penunjane; dan 

e pelaksanaun tugas kedinasun lair\ yang diberikan oleh 
Pimpman scsuai denguu rugus don rungsiny~ 

{4) Untuk mclaksanakan rugav dan rungsl sclJagfiirntinu 
dimaksud pada 11,a, (2) dan aya, (3), Waktl Dirrk1u, 
Pclayauun rncmpunyai uraian rugas: 
a. menyusun program keg.itttun Wttkil Oirektur Pela~llnan 

( l) Susu1uu, OrganiGnsi BaglAn Kcuangan sebaga1ma.na 
drmaksud dalam Pa.sal 7 huruf b ongko 3. terdirl etas 
kelcrnpok jabatan Iungstona! yang terbagi am, uga sub 
kcordinator, 

(2) Sub koordmator, sebagarmana dimaksud pada ay~, Ill, 
ltrdiri utas : 
ti, Sub Koortlinatoe Anggnran; 
b. Sub Koordinator Perbendaharaan; <..h·,11'1 
c. Sub Koordinator Akuntansi 

(3) Sub koordmaror scbagrnmana dim,U<sud padu as•• 12) 
bertanggung jawab kepada Wald! Direkrur Aclrniniotrasi 
Umum dan Kcuengan melalui Kcpata Bagian Keuangan, 

(41 Sub Koordinator sebagaimans dimaksud pada a)'lll (2) huruf 
mernpunyai tugas sebagaimana tercaruum datarn L...t.mp,n.ut JI 
yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupau mi. 

Pasal 15 
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berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun scbctumnya 
dan peraturan perundang-undangan sebageo pedornan 
pelakeenann tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalu! pengkajian 
perrnasalahan dan peraruran perundang-undilngan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efekuf dan efisien; 

c. membagi iugas bawahan seauai dengan jaharan dan 
l<ompetensinya serta mernberikan arahan baik secant 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pdaksanaan 
tugas; 

d. rnelaksanakan koordtnasi dan konsultasl dengan instansi 
terkait balk vernkal maupun horisorual unruk 
mendapatkan informasi. masukan, seria dah1m rnngka 
sinkronisasi dan harmonisasl pclaksanaen iugas, 

e. menelaah dOJ1 mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pcdoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kcbijakan Direktur dan naskah dines 
yang berkaitan deugan bidang pcla.yanan medis. 
petayanan kcpcrawatarr, dan pelayanan penunjang; 

g. mengarahkan kegiatan pclayanan medis, peh::1yanan 
kcperawatan, dan pelayanan penunjang agar petaksanaan 
pclayanan dapat berjalan lancar: 

b. merumuskan pedoman clan pctunjuk tekms di Bidarrg 
pelayanan medik, pelayanan keperawaran, dan peloyanan 
pcnunjang sesuai dengan peraruran yang berlaku gu na 
kclancaran pelaksanaan rugas: 

1. mengembangkan dan meningkatkan pelayan..n mcchk, 
pelayanan keperawatan, dan petayanan pcnun.jong 
dengan menggunakan surnber daya yang ada sesuai 
dengan perkemhangan ilmu pengerahuan dan reknotogi: 

J, metaksanakan pengendafian dan pengawasM'I kegiatan 
peiayanan mcdik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan 
penunjang secara langsung maupun tidak lal'lg$ung 
untuk mcnghindari penyimpangan; 

k. merencanakan dan mengoord.i.n.asikan pencrapan 
pencapaian indikator Standar Pclayanan Minimal ($PM) 
sesuai dengan bidang rugasnya dan pcrarure n 
perundang .. undangan; 

l. mcngevalua-si dan mcnilai prestasi kerja ()l:lwahcin 
berdasarkan sasaran kerja pegawai clan txl'ilaku kerja 
sesuai ketcntuan dalarn ra11gk<1 pen i n)!.kttlan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi: 

m. mernbuat laporan pelaksan.a.;.n rugas kepada pimpman 
sebagai dasar pengamotlao kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
baik sccara lisan maupun rertulis bcrdasarkan kajian dan 
peraturan perundang-undangan scbagni baha.n masukan 
guna kciancaran pclak~;).11ann tuga.s dan unluk 
menghindari peny1mpangan; dan 

o. melaksan1;1kan Lugas. kedinasan lain dari pimpinan stlswii 
dengan lugas dan fungsi unil kerjanya. 

17 



(I) B1dang Pclayafl<Ul Medi• scboga,mana dimaksud dalam l'asal 
7 huruf c angkll I dipimpin cleh seorang Kepala Bidan~. yan~ 
berkcduduk.an di bawah dan bertanggung jawub kepadu 
Wakil Dircktur Pelayanon. 

(2) Kepala Bidang Pelayanan Mcdis scbagrurnan& dimaksud pada 
ayat (1). mernpunyai tuga::. mclakeanoknn sebul,!1.an tugri" 
WakiJ Dirckrur Pelayanan dalarn pert .. nnuaan kebjjnknn 
tck.ni~. pengoerdmasian. pcmbmaan. pcngewese», 
pengendatian, pengelolaan, ras11itasi, evaluu sr, don petnporau 
kcgiatan di bidung pelayanan medis yang mcfiput] pelnyanan 
medis rawai jat .. ,n, dun pclayanan me-dis rawar inap serta 
med,cclega/ 

(3) Untuk mclaksanakan tugas sebagairnana dimuksud pad.r 
ayal (2), Kcpaln Bidang Pelt1v1:rnan Medis mcrnpunv,u fuugsr: 
a. penyusunan rencana kerja berbears pada program dan 

nnggaran Bidang Pelayanan Medis; 
b. pemaruauan, evaluasi. den penyusunan laporan kegiatan 

Bldang Pclaya nan Med ie; 
c. penyusunan bahan perumusan ktbijaku..11 tckms BidanR, 

Pclayanan Medis; 
d. pcnyiapan bahan perumusan kebijakan tckniv, 

pelaksanaan dan pelayurtan admmstros1 dun tekms d1 
bidang pclsyanan rnedls yang metlpuu pelayrman medrs 
rawat jalan. dan pelavanan medis rawat inap serta 
medicolegal; 

c. petaksanaan evaluasi daa penyuKunan Iapeean kinc.-11,, 
Bidan~ Pelayanan Medis, dan 

f. petaksanaan rugas kedmasan lam yang 01tx,rikan ole-h 
pimptnan sesuai dengan tuga~ dan Iungsinya. 

(4) Uruuk mclaksanakan iugas dan fung~i scba.gulman.t 
dirnaksud padu ayat 12) dan ayat Pl, Kepala 81dan11 
Pcleyanen Media mcrnpunyai urala n tugas: 
a. menyusun renca na dan program kegiauan 81dan1ie 

Pelayanan Medis berdasarkan ht.lsil cv0Juru:1ot kegiatan 
tohun sebelumnya dan peraruran perundang-ur-dangan: 

b. mcnjabarkan perintah pimpman melalui pengkajian 
permasalahan dan penuuran perundan,:t undangAn agar 
pelekannaan tugas benatan cfcklif dem en:nc:n; 

c. membagi rugas bawahan sesuai dengan iabatan dan 
kompetensinya serta mcmbcriknn a.mha-n baik St"C8r.1 
lisan maupun tenulis guna kr-lancaran pclaksnnaan 1ugH.., 

cl. rnclakeanekan koord1na'i1 dan konsulras: dengan mManM 
terkait balk verGko.l mnupun horisontal uruuk 
mendapatkan lnforma,i. mnsukm, serta dakun rongkH 
sinkrcnisasl clan berreorusas! petaksanaen Lugat<o; 

e. mcnclouh dan mcngkaji pcran1ron ,xrundanit 
u11ll~nl!,an bc:~uai li1"lgkup h,1s~-{snyn sf'haJ?ai b .. than 1uau 

Pasal 17 

Bagian Ketujuh 
Bidang Pelayanan Mcd,s 

IX 
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Pasal 18 

11 l Susunan Organiaaai Bidang Pelayanan Mcdis sebagairnana 
dirnaksud datam Pasal 7 huruf c angka l , tcrdirt etas 
kelompok jabatan fungsional yang rerbagi atas dua sub 
kooi-dinator: 

(2) Sub koordinator, sebagalmana dimaksud pada aya• fl I. 
tcrdh'i atas : 
a. Sub Kovrdinator Mcdie Rawat Jah,u\~ dart 
b. Sub Koordinator Medis Rawat lnap, 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayar l2), 
berranggung jaw~b kepada Wc.kil Direktur Pelayan::in rnelalui 
Kcpala Bidang Pelayanan Medis; 

(4) Sub Koord inator sebagaimana dirnaksud pada ayat l21 huruf 
mempunyai iugas scbagairnru1a rercantum dalam l.urnpir:H'I II 

kegiatnn kepada atasan 
p(~rtgambitan kebijakan 

n. menyusun laporan pelak$anaan 
seoagai banan evaluasi dan 
berikutnya: 

o. mcn)ampa.ikan saran dan pertirnbangan ki.:!padH 
pimpinan bail< lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 
agar kegiatan berjalan lancar serta umuk mcnghindat'i 
penyimpangart; dan 

p. metaksanakan tuge s kedirraaan Iain dari pimpinan sesuai 
dengan tugus dan rung:si uni~ kcrjanya. 

pedoman unruk meteksanakan kegiatan ; 
r. mengoordinasikan penyusonan perunjuk ieknis. 

perunjuk pclaksa.naan, dan neekab dmas sesuai lingkup 
tugasnya guna mcndukung kelancaran pelaksnnaan 
kegiatan: 

g. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis sesuai 
dcngan peraturan perunclang-undangart agar pelaksanaan 
pelayanan dapat berjalan lancar; 

n. mcngarur dart memantau pelayanan medis agar 
pelaksana.ttn tt • .t.ga~ dapat bcrjalan de ngan iertib dan 
Iancar: 

1. mengembangkan dan meni.ngkatkan pelayanan rnedis 
dengan rnengguaakan sumber daya yang ada scsuai 
oengan perkembangan ilmu p<:ngelnhuan dan ieknologi; 

J. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiata n 
petayanan medis secara langsuug maupun tidak iangsung 
agar tidak terjadi pen.yhnpanga.n; 

k. mengoordinasikan perencanaan kebuiuhan eurnbcr duya 
manusia pada unit keria yang menjadi ianggung jawabnya 
sceuai dengan beban kerja dan kctentuan yang berlaku; 

L rnengoordinasikan penyu:junan St.andar Uperasional 
Prosedur \SOP) Bidang l'elayru,an Medis; 

m. rnengevalu8si dan menilsu prestavi keri» bawahan 
berdasarsan sasaran kerja pcgawni clan perttaku kerja 
sesuai ketenruan dalam rangka peningkaLan kartr , 
pernberian penghargaan dan sanksi; 
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Pasal l9 
( 1) Bidang Petayanan Reperawetan sebageimena dimakaud 

dalam Pasal 7 ayar (!) huruf c angka 2 dipimpin olch seorang 
Kepala Bidaag yang bcrkcdudttkan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan, 

(2) Kepala Bidang Pelsyanan Keperawatan sebagai ruana 
dirnaksud pada ayac ( 11, mcmpunyai tugas melaksanakan 
sebaglan iugas Wakil Dircktur Pelayanan dalarn perumusa.11 
kebijakan teknis, pengoordinasian. pembinaan, pcngawasan. 
pengendallan, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pclaporan 
kegiatan di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan 
.rawat jalan serta petayanan keperawatan dan kebidanan 
rawat inap. 

(31 Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kepernwatan mernpunyai 
Iungsi : 
a. menyusun rencana kcrja berbasis pada progn:.un dan 

anggaran Bidang Pelayanan Kepcrawatan: 
b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiaian 

Bidang Pelayanan Keperawatan; 
c. penyusunan bahan perurnusan kebijakan ieknis Bid.-H1g 

Pelayanan Keperawatan; 
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan reknis, 

pelaksanaan dan pclayanan adminatraer clan teknis di 
bidang petayanan kcperawatan yang mctipuu pclayanan 
keperawatan rawat jalan dan petayanan keperawatan 
rawat inap; 

e. pelakearraan evahaa si dan pen~·usLman laporan kmerja 
Bidang Pelayanan Keperawatan; dan 

f. pelaksanaan rugas keclinasan lain yang dibcrikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(4) Unruk rnetaksanakan cugos dan fungsi sebagairnena 
dunaksud pada ayat {2) dan ayat (31, Kcpala Bidang 
Pelnyarian Keperawatan mernpunvai uraian tugas · 
a. rncnyusun rencana dan program kegiata n Bidang 

Pelayanan Keperawatan berdaserkan t.een evn1ua!-J.1 
kegiatan t.ahun sebelumnya clan peraturan perundang 
undangan: 

b. rnenjabarkan perimah pirnpinan rnelalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan pc runclang-tmdangan agar 
pelaksanaan rugas berjalan efektif dan cfisien; 

c. mernbagi uigas bawe.han SC:$Uai dengan jabatan dan 
kompctcnsinya scrta mernberikan arahan baik secara 
ttsan maupun tertuhs guna ketancaran p,..'\ak~naan 
tu gas; 

Bagian Kedelapan 
Bid.ang Pclayanan Keperawatan 

yang mcrupakan bagian ridak terpisahkl:ls'l dan Pcr-at urun 
Bupati irvi. 
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Pasal 20 
(1) susunan Orgarnsas! Bidang Pelayanan Keperawaran 

sebagaimane dimaksud dalam Pa•~I 7 hu ruf c angka 2, 
terdiri atas kelornpok jabatan tungstonal yang rcrbagi eras 

kegiatan kepada 
dan pengambilan 

o. menyusun Iaporan pel3ksanaan 
atasan sebagai bahan ev&luasi 
kebijakan benkutnya: 

p. mcnyampaikan saran dan penimbangau kepada 
pi.mpinan baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian 
agar kegiatan berjalan lancar serta unruk menghindan 
penyimpangan; dan 

q. rnelaksanakan rugas kedi-nasan lain dari pimpinan sesuai 
dcngan tu gas dan fungsi unit kerjanya. 

d. melaksanakan koordinesr dan konsunasi dengan in:$Li:tOSl 
terkait haik vertikal rnaupun norisorual urttuk 
mendapatkan informasi. masukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi clan harmoniaasi pelaksanaan rugas: 

e. menclaab clan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai hngkup rugasnya sebagai bahan aiau 
pedoman untuk melak::sa.1,akan kegiatan; 

f mengoordinasikan penyusunan petunjuk tekms, 
perunjuk pelaksanaan. dan naskah dinas sesuai lingkup 
rugasnya guna mendukung ketancaran pclaksanaan 
kegiatan: 

g. mengoordinasikao pelaksanaan pelayanan keper.awatan 
berdasarkan peraturan pcrundm1g-undango..n agar 
pelaksanaan pelayanan sesuai dcngan stander yang 
duetapkan: 

h. menyiapkan bahe n penyusunan prosedur pi:ngawasan 
dan pengendalian etika, rncral, rnuru pelaye nan 
keperawaLan sebagai pedornan operasional pclayanau 
keperawatan; 

l, mernantau pelaksanaan pelayanan keperawatan secara 
tangsung maupun udak Jangsung agor berjalan lancnr 
dan scsuar dcngan prosedur; 

j. rnengcmbangkan dan menmgkatkan pclayanan 
kc::pera,vatan dcngan menggu:nakan surnbcr daya yang 
ada agar sesuai dengan perkcrnbangan ilrnu pengeranuan 
dan tcknologi; 

k. rnengonLrol kegiatan pelayanan keperawatan agar tidak 
terjadi penyimpangan dalam pclayanan dan 
meningkacku.n kepua.san paeien: 

L. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber day;;. 
manusla pada unit-unit pelayanan di bawahnya sesuat 
dengan beban kcrja .dan ketenruan yang berlaku; 

rn, mengoordinasikan penyusunan Stander operaslons] 
Proscdur (SOP) Bidang l'elayanan Kep<:n,w><Lan; 

n. mengcvaluast dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja 
sesuai keternuan dulam rangke perungkamn karir , 
pemberian penghargaan dan sanksi: 

~, 



Pneru 21 
(tl Bid:tng Pelayanan Penunj!lng sebagaimana dtrnukwud d.a1am 

Pasol 7 nyot ( LI huruf c angka 3 dipirnpm oleh seorung Kepal .. 
Bidang ;•ang berkedudukan di bawah dan nertanggung Jawab 
kepada W(tkiJ D1n:ktur Pelaynnnn. 

(2) l<cpa.la Bido.ng Pelayanan Penunjang sebagaunanu dimcksud 
pado aynt (11, mempunyai tuaas metaksanakan S<'bJgi;ln 
iugas Wakil Dlrcktur Pelayanan dnlom perurnusnn kebuakan 
tekrus, pengoordinasian. pembtna,an pcngawasan 
pcngendahan, pengelolaan, fasiliwsi. evaluuai, dnn pelnporon 
kegiatan di bidang pclavanan penunjang. 

\31 Untuk mcnyelenggarukan rugas sebagairnana dirnaksud padu 
ayat (21, Kepald Bidang Pelayenan Penunjang mernpunvm 
funasi: 
a. penyusunan rencana kerja berbasis puda program dt\n 

anggarnn Bidang Pelayanan Pcnuniang, 
b. pemaruauan, evatuast, clan penyueunan kt.pon.nl kegiatan 

Bidang Pclayanan PcnunJang; 
c. penyusune n bahan perumusan kebijakan teknrs Utdan~ 

PeJayunan Penunjung; 
d. peuyiapnn bahan perumusan kebijakan tekn1s. 

pelakaanaan dan pelavanan udmmstrast dan tckuis (t1 

bidang pelayanan penunjang; 
e. pelaksanaan evaluasi clan penyuaunan lapornn kinerju 

Bidang Pelayanan PenunJang; dan 
f. pclaksanaan lUgas kedlnssan lain yang drbertkan oten 

punpinan sesuai dcngan tugas dan fungsin\'a. 
(4) UnLUk melaksanakun rugas dan fun&:si sebngmrnana 

dimnksud pada ayn1 (2) dan avat (3), Kepala 1:!1dang 
Peloy~nan Pcnunjong rnempcmyrn urarnn tugus: 
a menyusun rencana dan program kcgiatnn Bidang 

Pelayanan Penuruang berdasarkan hasil evatuasi kegaatan 
tahun sebelumnya dan peraturan perundung-undengan. 

b. menjabarkan permtah pimpinan melalur pengkajian 
permasalahan dau pcrururan pe-unde ng-undangan ag.11 

Bagian Kesembilan 
Bideng Pelayunan Penunjang 

dua sub kocrdtnaror; 
(2) Sub Koordlnetor, sebagaimann dimaksud pada a;m (I), 

terdiri atas : 
a Sub Koordinator Pelavanan Keperawaran Ra\\fU Jalan; 

dan 
b. Sub Koordinator Petayanan Kcpcra"a1an Raw•< lnap 

(31 Sub Koordinatcr sebegatmana dirnuksud pad,i aya1 (21, 
benanggung jawab kcpado Wak,I Dittk<ur Pl,la)•nnan rnelahu 
Kepnla Bidang Pelayanan Keperawatan, 

(41 Sub Koorcbna<or sebagaimana dimaksud pada avat (21 hurut 
mempunyal iugas sebageimnna tcrcanrum rtulam Lampiran II 
yang rncrupakan bagutn udak tctpibahkan dort Peraturan 
Bupati ini. 
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c. mcrubogi tugas 
kompetensinya 
lisan maupun 
rugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horisontal untuk 
mendapatkan infonnasi, maxukan, serta detarn rangka 
sjnkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas; 

e, mene1aah dan mengkaji peraruran perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kcgiatarr; 

f. mcngoordina.sika.n penyusunan pcmnjuk teknis, 
petunjuk petaksanaan. dan naekah dinas sesuai lingkup 
tugasnya. gutta mendukung kclancaran pdaksan.-..1an 
kegiatan; 

g. mengnordinasikan pelaksanaan pelayanan penunjang 
sesuai dengan peraturan perundang·undangan agar 
pelaksanaan pelayanarr kesehatan dapai berjalan lancar; 

h. menyiapkan bahan penyusunan pedornan dan pctunjuk 
tekrus di bidang pelayanan pcnunjan&, sesuai dengan 
peraruran yang berlaku guna kelancaran pclaksa1iaan 
tugas; 

L mengoordlnasikan pelaksanaan pclaynnnn penunjang 
berdasarkan peraturan perundang-undanga.n egar 
pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar vang 
diterapkan, 

J. mengatur dan rnernaruau pelayanan pemmjang agar 
pelaksanaan tugas dapat berjatan dengan rertib dan 
lancar: 

k. mcngembangkan den mcningkarkan pch~yanan penu11Ju1,g 
dengan menggunakan surnber daya yang ada sesuai 
dengan perkernbangan ilmu pengeiahuan dan teknologi; 

J. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegtatan 
petayanan pcnunjao.g secara langaung rnaupun udak 
langsung agar lidak tcrjadi pcnyimpangan; 

m.rnengoordinas!kao perencanaan kebutuhan surnber daya 
rnanusia pada unir-unu pelayanan di bawahnya sesuar 
dengan beban kerja clan k('ltntuan yang berlaku; 

n. mengoordioasikan penyusunan Standar Opcrasicnal 
Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Penunjang; 

o. mengcv.uluasi dan menilai prestasi kerja bawaha n 
berclasarkan saaaran kcrja pegawai dart perilaku kt•rjfl 
sesuai kereutuan dalam rangka pt:ningka1an karir, 
pernherian penzhargaan dan sanksi; 

p. menyuaun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
scbagai bahan evaluasi dan pengambilan kehijakan 
berikumya; 

q. rnenyampaikan saran dan perLimbangan kepada 
pirnpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 
agar kegtaian berja lun la neat' acrta untLlk mt!J)gh indari 
penyimpangan: dan 

bawnhan SC"$.UAi dcngan jabatan clan 
serta mcmbcrikan nrahan b;JI\.: secara 

tertulis guna kelancarun pclaksanaan 

pelaksanaan tugas berjalan elckuf dan erlslen; 

" _, 



aagian Kesa Lu 
Urn um 

Pnsa125 

(L) Kelompok .Jabe tart Put1gslon1.1l pada lingkun~an RSUD 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tungsi 
dan iugas berkairan dcngan pelayanart fungsmnal yang 

BAB VI 
l<ELOMPOK JABATAN FUl'IGSIONAL 

Pasal 24 
[I] Selain susunan organisasi sebagairnana dimaksud dalc;1m 

Pasal 7, RSUD dapat membcntuk unit nrganisast pendukung 
yang bersifat non struktural, terdiri dari S$.tt.1an pe.mertksaan 
Internal, Kelompok Staf Medis dan Kornite. scrta organisasi 
pelaksana berupa I nstalasi. 

(2) Unit organisasi pcndukung scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibcntuk <Lan ditctapkan dcngan kcpulU$an Direku.rr 
sesual ketentuan peraturan per Lmdt:m~·undnngan. 

Bagian Kedua belas 
Unit Organisasi Pcndukung 

Pasal '23 
(1) Dewan Pengawas merupakan unit ncnstrukrure! yang 

bersifat independen. dibentuk dan bcrt.anggungjawtc1b kcpada 
Bupati. 

(21 Dewan Pengawas dibentuk scsuui dcngan ket<.·nu.1nn 
peraturan perun<lang-undangan. 

Bagian Kescbelas 
Dewan Pengawas 

(lJ Susunan Orgctnisasi Bidang Pclaymnan Penunjang 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 3, 
rerdlri atas kelompok jabatan tungsional yang 1<·rbagj atas 
dua sub kcordinaror; 

(2) Sub Koordinator, sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Pelayanan Penunjeng Media; <Inn 
b. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Non Meclis; 

(3) Sub Koordinator sebagstmane dima!<sud pada ayat (J), 
bertanggungja.wab kepada Wakll Dircktur pclayanau m c Iaf ui 
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf 
mernpunyai tugas scbagaimanu tcrcan.tum detum Lampi.ran II 
yang merur,akan bagian tidak terpisahkan (Ian Peratur1;11, 
Bupati ini. 

pasel 22 

r melaksanakan togas kedioasan Jain dari pimpinan scsua! 
dengan iugas den fungsi unit kerjanya. 
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Pueal 27 
( I) Pejabar Fung~1onal melaksanakan rung-, dan tu!(,•sn,·a 

secara mdlv1du dan/atau berkelompok. 
(2) Pelaksanaan rungs, clan rugas secara h,·rk~lompok 

sebagaimana dimaksud pada aysl (I) dengan rnemberuuk 
Tim Kcrja 

(3~ Tim ke1ju sebegaimuna drmuksuet pada ayat (2~ du pal b~ra,.:,1 
dan Jabatan Fungsional scjcm~ atau berbagai IAUJr bclukang 
komperensi yang ad" pada Perangkat Dneroh tersebut atau 
dari luar Perangkar Daera h. 

(q) Ketua 1'im hcrja ocbogo,mana dimaksud pada A\"tll 121 
berasal Clari unh orgcnleee! pcmilik kinerja. 

(5) Pembenrukan Tim Kcrja sebagarmana dirnaksud pado avat 
(2) ditcrnpkan oleh KepalA Pcrangka: Daerah. 

P!lsal 2!1 
(1) Pcjabat f'ung:,ioual mclo.porkon pelaksanaan funt,t:si dan 

tugasnya secaru tangsung kepadn prmpirran unit <1rgani:-.tbi. 
(2) Pimpinan unit kcrja sewaktu-waktu berwenung \.mtuk 

mermnte la.poran kepada pejabat funRsiooal dan/atau Kc:-luu 
1'im ill lingkungon unit kc rjc nyn 

Cl) Pejaba; Fung,ionnl melaksanakan Iungsi dan tug,,. 
berkaitan dengan pelayanun rungsional )'Q.Og berda- .• ukrm 
pado. keahlian dan keterampilan tertcntu. 

(2) Sclain melaksenakan rungsi dan tugas sebagaunana 
drmaksud pada ayat \I) PcJnbaL fung•,onnl daput dibc rikau 
uigae rambaban sebagai Sub J.;:oorchnator vung ctalam 
menjalankan rugesnye bckcrje sccere lndivldu du11/a.wu urn 
kerju. 

Bagian Kcdua 
rcngclolaan Kinerjo P<'.1nba1 Fungsional 

Pasal 26 

berdasarkan pada keahhan dan kcterarnpilan teru-mu sesuot 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabman Fungaional berkerluduknn di bawah dan 
bertanggung jawab seeara langsung kepada Direkrur 1'epala 
Bidang dnn Kcpula Bagian ynng memilrki ketcrkauan dengan 
pelaksanaan fungsi dan ruzas .Jabatan Fungsional 

(3) Kelompok Jabr.H....ul li'u1'lgsional terdin deri gej umluh Pejabat 
F\tngsionoJ jenjeng keteramptten dan jcnjans keah han 

(4) Jumlah, [cnte, dan jerijang Jabatan Pungstonal .;cbaga1man~1 
dimak,ud pada ayat (I), duentukan berdasarkan hasil 
anahsis jabatan dan anebsre beban kef)a 

(5) Tugas. pembinaan dan pcngernbanga» Jab1>tan l"uns•io,,al 
sebagaimona dimaksud pada ayat (It sesuar kcttnludn 
peraruran perundang-undangan, 

(6J Untuk memcnuhi kcbutuhQ.n rebaran funtsJonaJ 
sebngaimana dimaksud pad a ayat ( 1) drteku ken eesuot 
ketenruan peraruran perundang-undangan 
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Pasal 30 
\1) Pada unit kerja fungsional diiunjuk Sub Koordinator uruuk 

pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 
(2) Sub koordinator sebagaunana dirnaksud pada ayat ( ll udalah 

tugas tarnbahan yang diberikan kepada pejabat rungsional 
yang ditunjuk. 

(3) Tugas sub koordmaLOr adalah mcmbarrtu Sckrr-taris dan 
Kepala Bidang dalarn rnenyusun pcrcncanan, pc laksanaan 
<km pengendalian. pernantauan dan evaluasi, scrta petaporan 
kegiat.an pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 
fu.ngsioya. 

( l) Direktur RS1JD dalam melaksanskan iugasnya bcrpedoman 
pada peraturan pcrundang-u11dangan. 

(2l Dalam melaksanakan tugas senap pimpman unit organisasi 
dan kelornpok jabatan Itmgstonal wajib rnenerapkan pr-in sip 
koordinasi, integrast dan sinkronisasi baik dalam lingkung...111 
rnasing-masing maupun antar satuan org,Hnisasi di 
lingkungun pcmerirrtah daeeah ser ta Insransl lain di luar 
pcrnerintah da.erah sesuai dengan tugas rnaaing-mceing. 

(3) Setiap pirnpinan unit organisasi wajib rnengawast 
bawanannya ruasing-masiug. 

(4} Dalam hal setelah diiakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) rerjadi penyimpangan, pirnpinan unit 
urganisasi mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan- 

(5) Setiap pimpinan unit nrganisasi bertanggung jawab 
mcmimpin dan me ngocrdinasikan bawahan masing.masing 
dan memberikan birnbingan serta petunjuk bag, pelaksanaan 
tugaa bawaharmya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisaai wajib mcng,kuu dHO 
mernat uhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada ~lasnn 
ma~lr1g-masing ser-ta rnenyiapkan laporan berkala tepat pada 
wakrunya. 

(71 Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan unit orgamsasi 
dari bawalwnnya wajib diolah den dipergunakan sebagal 
bahan untuk penyusunan taporan Jebih lanjut sene untuk 
memberikan perunjuk kepada bawahan. 

{8) Dalam menyampaikan taporan kepada pimpman. wajrb 
menya.mpaikan ternbusan kepada unit organisas, lain yang 
secara fungsfona.l mempunyai hubungan kerja, 

(9) Dalam mclaksanekan pcugc ndalian kegiatan, seriap 
pirnpinan unit orga.nisasi beserta bawahannya wajib 
rnengadaken rapat berkala. 

BAB Vil 
TATA KERJA 



Pasal 35 
()) Oalam haJ lerjadl keko~ong:u, Suh Koordinator. Drrr-krur 

RSUD mcnunjuk Sub Kuordin~tor yung d1utamakan berasat 
dari Pejaba; F'ung•ional di hngkungan kerjanya. 

{21 Dalam hat di lmgkung,rn kerju RSUO 11dak terdapat l)<:Jabin 
fungslonal, maka Kepala tladan menu njuk Pclaksuna Senior 
sebagar Sub Koordinaior berdasarkan kompetcnss yana 
dibutuhkan 

(3) Oalam hal Dnrektur RSUD akan menunjuk Sub Koord111•10r 
ynng b(rast1I dnr! luar lmgkungan kerjanye , mnxa Drrektur 
RSUD mengusutkan kcpede Sekrow.ri• Daernn rnelalui 

(I) Unruk menun,sng tug,,, dan [ungsi Kepala Sugia11 dan 
Kepala Bidang duunjuk Sub Koordinator vung bcrasal dart 
l'cJabal FUn(!)lional 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pad" ")"' (l), 
dtlunjuk olch Direktur RSUO dengan mendnvagunakau 
Pejabat f\.tngs,onol sesuai dengan komperensi vang 
bersangkuran. 

13) Perrunjukan Sub Koordinator sebagi1imanu d11ru1ksud padn 
O.)'Qt(l) ditetupkan dcngan kepuursan Direktur RSUO. 

BABLX 
KILTENTUAN L.AIN·LAIN 

Pasal 34 

Pasal 33 

(I) RSUD wajib ruenyusun keburuhan jumlah dan jenis jnbatan 
aparatur sipil negara bcrdasarkan wtuhsis jubawn dan 
analisla beban kerja 

(2) Penyusunan kebutuhan Jumlah dan ,en,. jabaran ap11m1ur 
•ipil negara sebagalmana dunaksud pa.da tl)'Ul {) I dilakukun 
unwk ,anglu, "'Aklu 5 (limA) tahun yang diperrnci per I 
[satu! tahun berdasarkan prioruas keburubun. 

Pasal 32 
-Jabatan D,rektur RSUO, Woktl Direkrur, Kcpala B>;K1JJ1, f.cpal• 
Bidang don -Jabntan Fungs,onal ch llngkungan RSUD diangkat 
dan diberhentikan oleh Pejab,u yang berwenang sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

9AB VIII 
KEPEOAWAIAN 

Pttsal 31 

Jenjn.ng jabatan dan kepangkatan sena susunan kcpegawaian 
dtarur sesuai ketcnruAn peraturan perundang-undangan 



91\B X 
O'l'ONOMI 

Pasal 39 
UJ Sebagal unit organisasi bcr:51fat khusus sebagaunan» 

dimaksud pada Pas"] 2. RSUD mcmiliki otonorm dalan 
pcngelotaan keuengan dnn baruug milik Daerah serta bidang 
kepegewaian. 

(2) oronomi dolam pengelolaan keuangan dan b,uang mrhk 
Oacrah sebcgaimnoa drmaksud pada ayat (It rnetlpuu 
pcrencanenn, pelaksanaan. dan pcrtanAAUng1a,,·aOOn 
keuangan sorta pcnggunuan dan penatausnhaan barang, millk 
Oaerah. 

(3) Otonomi datnm bidang kr-pegawajan sebagairnanu dimuksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui ketcntuan: 
a mcngusulkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberheutian peqawal aparatur siplt ncgarn kcpada 
pejnbat yang berwcnang sesuai dcngan kereuruan 
pcru l u.r an perun d an g -unda n ga n: 

b. menvelenggaraxen pemblnean pegl'tv.oi apnr~•uJr ,;:,ipd 

Pasal 3$ 
(1) Sub Koordinator mernpunyal tugas mernbanru Kepnla Bidong 

dan Kepala Bsgian dalaru penvusunan rencana. 
pelaksonao.n da.n pcngendalinn. pemantauan dan evaluas. 
serta pelapore n ling_kup tugas dan fungs1 u1··111 kerjany» 
masing-maslng. 

('2} Disamping metakeanakan tuga~ sebagmmana drmuksud ay111 
(II Sub Kecrdmator mempunvai tugas mengoordlnastkau 
pelaksanaan rugas kelornpok .Jabaran Fungsional scsua) 
bidang iugas dan fungsinyo. 

(31 Sub Kooedmator dapat dilxn rugas mdukukan perulaian 
kinerja ierhndap pelaksanaan tug<1• Pejubat I· u ng,lon.,I 
sesuar bidang rugas dan fungsinye sesuai permuran 
pcrundang-undangan 

Pasal 37 
Pcmberhcnlian Sub Kocrdinator dapat dllakukan okh Duektur 
RS\JD. 

Pasal 36 
Penunjukan Sub Koordinater sehagaimana dimak,ud d~lam 
Pasal 34 dan Pasal 35 disamping mempcrhaukan kesesue ian 
bidang rt .. ,ga~ dan Funll,sinyn ju~a rnemperumbaugkan 
persyaratan admtnistres}, keaesuaian kompcrensi. kcbutuhan 
[abatan, kmerja, pengataman penugusan, intcgritas dan 
moruluas serta persyarntan obyektif lamnya, 

perangkai daerah yang mcnangani kepcgawuian. 
(4} Penuojukan Sub Koordinaror sebagiumana dirnaksud padu 

ayat (3) diluksanakan sctelcb mendopat perserujuan dari 
Sekretarts Dacrah. 



BAB XI 
KETENTUAN P!sRALIHAN 

Pasal 40 
(ll Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berraku, maka Pejabat 

Peng-awas yang dilanLik berdasarkan Peraturun Bupaci 
Kendal Nomor 10 Tabun 2021 tentang Pembentukar\, 
Kedudukan. Suaunan Organisasi. Tugf,IS Dan Pungsi Serta 
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo 
Kelas B Kabupaten Kendal, oerlaku keiernuan scbagni 
berlkut : 
a. terhndap Pejabat Pengawas yang tidak d1lakukan 

pcnyetaraan jabatan ke dalam jabaum fungsicnal dalarn 
rangka penycderhanaan stcuktur nrganisasi. 
melaksanakan tugas dan Iungainya bcrdoserkan 
Peraturan Bupati ini; 

b, rerhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
perryetaraan ke da lam jabatan fungsional tetap 
111elak~anakan rugas dan fungsinya sarnpui dengan 
duakukan pelanukau yang bersangkuta» ke da1s11n Pejabau 
Pungsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupar! iru mulal berla.ku, rneka 
Pelakaana di bawah Pejabat Pengawas yang 1.idak dilakukan 
penyetaraan kc dalam jabatan fungsionai dalam rangka 
penyedcrbanaan su-uktur organi~a.si berdasarkan Peraturan 
aupeu ini, tetap metaksanakan tugasnyu di bilw~)h Pejabru. 
Pengawas yang bersangsuten. 

(3) Pada saat Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku. maka 
Petaksanu di bawah Pejabat P~ngawas vang akan dilakukan 
persycraraan kc daln m jabatan fungsional dalarn rangka 
penyederhanaao struktur organisasi berdasarkan Perat urart 
Bupati ini, meta ksanakan rugasnya dcngan ketenruan 
sebagai berikut: 
a. Pdaksana retap rnelaksanakan 1.ugasnya di bawah Pejabat 

Pengawas sarnpai di)akukan penycderhariaan struktur 
organlsasi bcrdaaar'kan peruuaren Bupati 1ni~ 

b. Oalam ha! Lelah dilakukan penyederhonaan scrukiur 
organisasi sebaga1111ana dimaksud pada huruf a. maka 
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koorotnasi Sub 
Kcordinator. 

negara dalarn peiaksanaan iugas <Ian n . .u1¥,.si datam 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan: dan 

c. mengetola da.n mernbma pegawai di Un-gkungan RSU D 
Daerah sesuai dengan ketcntuan peraturan perondeog 
undangan. 



~....,~ suai dengan aslinya 
u ir Hukum 

SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 91 

Diundangkan di Kendal 
Pad• tanggal 2\l Desemner 2021 

SEI<RETARIS DAERAH 
KABUPA1'EN KENDAL, 

Cap 11d 
M<)H. TOHA 

Drtetapkan di Kendal 
Pada ranggal 29 uescinbc, .1021 

BUPATI KE:NOi\l., 

Cap ttd 

DICO M CANINDUTO 

Agur serrap orang mengctahuinyu, mernerinushk.rn 
pengundangan Peraruran Bupali m, dengan pencmpumnnva 
dalam Serita Dacrah Kabupaten Kcnclnl. 

Peraruran Bupati 1111 mu1a1 bertaku pada tllnggol diundonHkan 

Pasal 42 

Pada saat Peraruran Oupati ini mulai bertaku, mako Peraturau 
8upati Kendal Nomor 10 Tahun 2021 rcruang Pembentuknn. 
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas Odil F'ung,i Sert.. Tatu 
Kerja Rumah Sakit Umum Dacrah Dr, 11. Socwondo l(clas n 
Kabupatcn Kendnl (Berit• Dacrah Kabupaten Kendal Tah II 
2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

Pusal 41 

BAB XII 
KP.'l'ENTUAN PENUTUP 

"' 
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f. menglurnpun, rneneliti dan mengorcksi bahan usulan program 
kegiatan dari masing-masing Subbagian dan Scksi scsuai dcngan 
ketentuan ye.ng berlaku guoa menghindari kesalahan; 

g. cnenyiapkan bahan darr mcnyusun konsep Rencana Pembangtman 
.Jangka Menengah Daerah (RP,JMO), Rcncana Strategis iRcnstra\. 
Rencana Kerja (l<enja), tndlkaror Kinerja Urarna (IKU), Pcrjanjtan 
Kinerja (PK) dan jenis dokurnen perencanaan Iainnya sesuai clengan 
ketentuan yang berlaku; 

h. menyiapkan bahan perumusan kcbijakan teknis, pengoordinas.ien, 
pernbinaan, pengawasan, pengendalian, pengetolaan den rasilil:,si 
penataan tata laksana, budaya kerja serta pelayanan publik , 

1. menyiapkan bah.an dan me)aksanakan penyusunan konscp Rencana 
Strategis (Rens,ra), Rencana Bienis dan Angg«rsn (RBA), Rcncana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanoan Anggaran 
{DPA) serta perubahan angga.ran sesuai oengan l<clclllUan dun plafon 
anggaran yang ditctapkan; 

J· rnenyiapkan bahan birnbingan tclcrris kegie.tan pe:rencanaan teknis 
dan opcrasional (penetitlan, pcngurnpule n. dan penyusuuan program 
kerial sesuai kebijakan yang_ ditetapkan aiasan dan pcrtnun.i.n 
penmdang-1.mdangan; 

reku!s, perunjuk 
tugasnyu t?,Unr-i 

Bagian Percncanaan, U.:valuasi dan Pelaporan 
l. l. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas · 

a. menyueun rencana dan program kegiaran Sub 
Koordinator Pcrcncanaan berdasarkan peraruran ptn.lndang· 
undangan dan hasil evatuasi kegiatan tahtm sebelumnya sebagai 
pedornan pelaksansan cugas; 

b. mcnjabarkan perintah pirnpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraiuran perundang~undansan ~\Sar pelaksanaan tugas 
berialan efektif dan efisien; 

c. melak.sa.nakan koordinasi dan konsultasi dcngan instanst terkau 
baik ver-dknl rnaupun hori sontal urnuk mendapatkan inforrnaai. 
rnasukan, serta dalarn rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menclaah dan mengkaji pcraruran perundang- undangan sesuai 
lingkup rugasnya sebagai bahan a Lau pedoman untuk tnelaksanakan 
kegiaL.an; 

e. mcnyiapkan bahan pcnyusunan pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai hngkup 
rnendtrkcmg ketancaran pelaksanaan kegiatan: 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAEl~AH 
dr. H. SOEWONDO KELAS B KABUPATEN KENDAL. 

LAMPIRAN ll 
PE:RA1'URAN BUPA'TI KENDAL 
NOMOR 91 TAHUN 2021 
TENTANO 
KE:DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUOAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA 
KER,JA !'ADA RUMAH SAKJT UMUM 
DAE:RAH dr. H. SOEWONDO Kli:LAS B 
lv\BUPATEN KENDAL. 

., 
·'- 



k. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar opcrastcnul 
Prosedur {SOP) Sub Kcoi-dinaror Perencanaan: 

I. rnerencanakan kebutuhan surnber daya manusia pada Sub 
Koordinamr Perencanaan scsuai beban kcrja dan kereruuan vang 
berlaku; 

m. melaksanakan pernantauan dan evetuasi kegiatan Sub Kciordinator 
Perencanaan dengan cara rncngukur pencapaien program kerja yM ng 
Lelah disusun untuk bahan laporan dan kcbijakan undak la,,juL; 

n. mcnyusun laporon pelaksanaan kegiamn kepada pirnpinan sebagai 
wujud akuntabilitas den u-anaparnnai pelaksana1cln kegiatan: 

o. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada plmpinan bedk 
liaan maupun tertulis berdasarkan kaiian agar kegiatau berjalan 
lancar scrta uncuk menghindari penyirnpangan: dan 

p. me}aksanakan rugas kedinasan lain dad pirnpinan sesuai dengan 
tugas dan Iungsi unit kerjanya, 

1.2. Sub Koordj nntor Oala darr Sister» lnforrnasi Manajcmen mempunva1 
rugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinalu1 Darn. clan 

Sistcrn lmformasi Manajemert berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasii evaluasi kegiaran rahun sebclurnnya sebagai 
pedoman petaksanaan rugae, 

b, menjabarkan perinrah pimpman metalul pengkajian pcrmasalahun 
dan peraruran perundangMunclangan agar pclaksanaan iugas 
berjalan efcktif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasl dengan inatan si tcrkait baik 
vertikal maupun horisontal untuk rnendapatkan informasi, masukan, 
serta dafam r-angka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas; 

d. menelaah den rnengkaji peraturan pen .. mdang- undanzan sesuai 
ling)<up tugasnya sebagai banan arau pcdoman uruuk metaksanakan 
kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyus1.1nan peiunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pdaksanaan kegiaian. 

f. melnksarrakan pcngelolaan data. stausuk, dan slstem 1urormas1 
manajcrnen aes'uai dengan peraruran pcrundang-undangan yanj! 
berlaku sebagai sumbcr data untuk perencanaan kegiaian: 

g. rnemberikan pelayanan dan rasilitasi oatam pcnt,>(1lahan date dan 
sistem informasi manajemen agar pelaksanaan iugas dapat bcrjalan 
dengan lancar; 

h. melaksanakan pengelolaan slsiern dun janngo.n teknoiogi ,nformasi 
.s.esuai de ngan kebutuhan dan bcrda.sarkan perar.uran pc.·1·undu.ng~ 
undangan unruk mcnuojang kegiatan pelayanan RSUD 

i. menyiapkan bahan dnn mcnyusun konscp Sland;.ir Operasiona1 
Prcsedur (SOP) Sub Koordinator Data dan Sisrem lnform~si 
Manajemen; 

J. mercncanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub 
l<oordinator Data dan Sistern ln(otmas-i lvlaoajemen sesuai bebun 
kerja dan ketentuan yang bcrlc1.ku; 

'k. mt-laksanakan pemant.auen dan evaluasi l<egiatan Sub Kuui dinamr 
Data dan Si$tem lnforma~i Manajemcn dengan cara mengukur 
pencapajai, prog.rtnn kerj1."I yang 1:elah disu~un u11tuk bahan laporan 

J,1 



Sub 
kerJ,l 

doya ma.n\l"(ia 
Pdaporon $C$uai 

k. merencanakan kebutuhnn •umber 
Koordlnator Monitoring, E\1aiua.si dun 
den ketcntuan yang bcrlaku; 

dan kebijnknn tindak lanjut; 
l. menaevaluasi dan menilai prestasi kcrja bawahan berdasarkan 

sasarun kerja pegawat dan peritaku kc:rju scsuai ketenruan dalarn 
rangka peningkotan karir, pemberian pcngharguan dan sanl<.si; 

m. menyusun lapcrcn pclaksanaan kegiatar; kepada prrnpman sebagal 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan: 

rr. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepadu pimpinan baik 
lisan maupun tcrrulis berdasarkan kajian agar kegiaran bcrjuh1n 
Iancnr sertn untuk mcnghlnderr penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan Lain dari pirnpman sesuai dengau 
tugee dan rungwi unit kerjunya 

1.3. Sub Koordmatcr Munitoring, Evaluosi dan PeJnporan mempunv,n tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegietan Sub l.:oordmaror 

Monitoring, Evaluavi dan Pelaporan berdasarkan pernturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kcgsaten tahun sebclumny» 
sebagal pedoma n pcluksanaan rugas: 

b. rnenjabarkan penntah prmpman mC"lalul pengka.j1.an permasatahan 
dan peraruran pcrundang-undangan agar pclaksanaun Luga:-. 
berjnlan efektif dan elisien: 

c. melaksanakan koordiuasi dun konsuhasi dengan mstansi tcrkau batk 
verukal maupun hcriscrual umuk mendapatkan inforrnasr, rnasukan, 
scrtn dalam rangka sinkronisast dan harmnnisass pclaksan.san lugac..~ 

d menelaah dan mengkaj1 peraruran perundang- undangan "su;il 
hngkup tugasnya sebagai buhan atau pednman uruuk melaksanakan 
kegiatan; 

e. menvusun l<onscp kebijakan teknls dan naskan dines \an,; berkeuan 
dcng.an pcngewusen dan pengcndalian mutu petayanuu k~UO. 
monitoring, evuluasi dan pelaporan pelaksanaan keguuan St.-SU,u 
denzan peraruren perundang-undangan: 

f. mcmerikan dan rneneliti seluruh laporan kegiatan d~u-1 musing 
masmg Bidang, Sek al , Bagian, clan Subbagmn scbagm banun evulua:\1 
dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan RSUO: 

g rncnviapkan bahan dan meJakSc.1.11ak~,n penyusunan konsep ~pon1n 
Keterangan Pertanggungiawaban Bupau (L1'PJ), Laporon Kmerja 
lnstansi Pcmerirnah tll{jlP). Evaluas: Kinerja Pcmbnngunun o .. ,enih 
(EKPOJ, Siotem Pengcndahan Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian 
Operusional Kcgiai.an (POK), don jerus pelaporan lainnva sesu,« 
dc.-ngan ketentuan yang berlaku. 

h. menylapkan battan dun rnelaksanakan penyusunan kon:Kp teporun 
di bidang pcnatoan tatalaksana budaya keria, dan peiayan.m pubhk, 

i. rnenvrapkan bnhan clan metuksanekon survey .dalam mngl-..a 
pcnyusunan lndeks Kepuasan Ma~yaiukut lll{Ml b,ut ln11:'rT1i!l 
maupun cksternal unruk mengetahut tingkat kcpua..,n m<tsyor.ikat 
,erhadap pclayanan publik di RSUD; 

J, menghimpun dan menehu lapon:m perkcmbangan tangka, n-nhsasi 
pelaksanaan kegiatan darl masilig~rnosing bid~ng d£1n bHgiun sehA.~OI 
bahen J)C!n_y-u!iunan lapOran Pcn~ndah .. 1.n Opem~K>nal Kc&iutan 
(POK). 



I. mcnyiapkan bahan dan menyusun konsep srendar Opera .. onal 
Prosedur [SOP) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta 
menghrmpun dan mendokumcntasi SOP yang disusun olch masing 
mnsina subbaaian, sekst, clan unit kerja lamoyu; 

m. mclak!IO.llako.n pemantauan dan evatuasi kegiatan Subbdgian 
Monitoring Evalua,3i dan Pf'laporan dengan Cara mengukur 
pencapaian program kerja yang t<lo.h diausun untuk bahan laporan 
d1111 kebijakun tmdak lanjut: 

n. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepnda plmpinun sebegai 
wujud ukuntabilitas dan transparanei petaksanaan kegiaian: 

o. rnenyampaikan saran dan pcrtiuibangan kepadu pimpmnn bmk 
lisan maupun tertulis berdasarkan kaJian at.ll,ar kcg1arnn !x-rjakm 
lancar serta uruuk rncnghindnri penyimpangan: dan 

p. melaksanakan luge1s kcdint18(1n loin deri pirnpinan sesuni dengan 
tugas dan lungsi unit kcrjanya 

2 Bagian Umum dan Kepegswaian 
2.1. Sul> Koordmator Tata Usaha dan Rumah Tangga rnernpunyai rugae, 

a, mcnyusun rencana dan program kcgiatan Sub Koordinator Tata 
Usaha dan Rumah Tungga berdasarkan pcraturun perunelang 
undangan dan hasu evaluasi kegratan tahun sebclomnye scbugai 
pcdomun peluksannan tugas: 

b. menjabarkan perintah punpinan rnelalui pcngkajian perrnasaluhan 
don peruturan penmcta,,g-undangan agar pclakKanaan tug,l~ benalan 
efekril' dan efisien; 

c. melaksanakan koordinas, dan konsultass dengnn inswns, u-rkau ba1k 
vertikal maupun horisontal unuik rnendupatkan informasi, rnasu kan, 
serta do lam rangka smkrornsas! dan harreorusas, pclaksanaun l ugas, 

d. menelauh clan rnengka]] peraruran perundang- undangan ~esuR, 
lingkup tugat.snya ~b.1gu.i bah an atau pedoman untuk me!a ksanakl:::tn 
kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk lcknih, pcrunjuk 
pclnkannaan. dart naskah dmas sesuai b.ngkup t\lgasn~n gun.a 
rnendukung kelancoran pelaksanaan kegiatan, 

r mclaksanakan pcrencanaan pengadaan dan pemehharaan barang 
n .. unah tangga scsuai dcngan peraturan perundong- undangan untuk 
mcnunjang kegiatan petayanan RSUD. 

g. metaksanakun peluyanun kegiatar, tata usaho clan rumah tengg:i 
sesuai pedoman yang berlaku, kcbijukan yang disempkan otasan dan 
pcraturan perundang undangan agar kt"wamn dap.u dilaksanakan 
secara berbastl guna dan berdaya guna; 

h. menylapkan bahan bimbingan tekrus terhadap kegiata.n lata usaha 
rumah Langga, sesuru pcratum.n pcrundang.-undangfl r,; 

1. mc;:nyio.pkan bahnn dan menyusun knnsep Standur Opcrasionol 
Po osedu, (SOP) Sub Kourdinaror Tflln Usaha don R1.1m<1h Tungga; 

J. merencanakon kebutuhan :,i;umber dnya manusia p.ttda Sub 
l<oordinator 1'ala Usaha dan ~umoh Tan1,~a scouai beban kerJn d:in 
ketcntuan y&ng bcrlaku; 

k. mclak:tanekon perntU1wu.:u, clan cvnlu::isi kegmtan Sub Kuord1oator 
Tau, 1. ... ha dan Rumah Tangga d,·nl(an cara rnengt,ktlr prntupai~n 
program kcria yang telah d1susun untuk bahnn lapuran dan 
kcbijakan tindak lanjut: 



2.2 Sub l<oordinator Kepegawalan dan Pcngembangan Surnber Daya 
Manusia mernpunyai tugas : 
a. menyusun rencnna dan program kegiatan Sub Kuord,nator 

Kepegawaian dun Pengembangan Surnber Daya Mt1.nu:-11a 
berdasarkan peraruran perundang-undangan <Ian hasil evaluesi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 1ui:as; 

b. mcnjebarkan perintah punpman mrlalu1 pengkajian pcrmasalabun 
dan peraturan perundeng-undangan agar pelaksanu.m tug..,'"; 
berjalan efekuf dan efisien. 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lOSLUns1 terknu bn,k 
verukal rnaupun horisonta! untuk mendapatkan informas}, maaukan. 
serta dalum rangka ainkronisasi dan harmorusasi pelaksanaan lugn~: 

d menelaah dan mengkaj I pcraturun perundang- undangan sesuai 
Jingkup u .. igasnya sebagai bahan atau pcdornan urttuk metuksanaknn 
kegietan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk tcknis, petunjuk 
pelnksanaan, dan »uakeh diuas sesuui lingkup tugasnv,, gtlt1d 
mendukung kelancaran pclakqanau.n kegiaten; 

L memiasuhasi penyusunan anulisis jabntan, snahsis bcban kt:rJ,•, 
cvaluasi jabatan, serta pcngu$ulnn formasi kebutuhan pcgm\Hi 
sesuai dengan peraturan pcrundeng-undangan. 

g.. menyiapken bahan dnn menyusun laporan bid .. mg kepcguwaiun duo 
pengembangan sumbe-r da)"8 manusia secara rut in dun b~--• k .. alu S\'t'1u 
memeHhara ftle/ dokumen kepegawaian guna tercrptur.ya tcrt1b 
edministras, kepegawesan; 

h. menyiapkan banan dan men,proses usulan kcnaikon pnngk1H 
mutnsi, gaji berkala, pcmberhentian/ pensrun, pembuaian kanu 
suanu/tstcrl. tabw1,g.u.n asuransi pcnsiun [tuspen], pengn-iman 
peserta pendidikan dan pelatihan, don urusan kepegawaian la1nnyn: 

a. mengad.nkan bimbingan teknis terbadap pelayanon ndrrumstrnsi 
kepegewetan don pengcmbangan sumbcr duya manusia scrta 
admirustrasi kepegawaian lainnya sesuai pedornan yang, bertaku, 
kebljakan yang ductapkan utasan den peraruran perundang 
undangan agar tida.k terjadi kekeliruan dak"tm proses pcngusutun: 

j. mcnyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Oper,1s1onal 
Proscdur (SOP) Sub Koordinator Kepega"'auin dart l'eng,·m \Jangnn 
Sumber Daya Manusiij: 

k. mercnconakan kehutuhnn su.rnbcr daya ma11u~a padd Sub 
Koordinutor l<cpegowaian dan Pcn~cmbaoga1'\ Suinbcr Dt1\'d Munl.mi~ 
sesuo.i beban kerjn don ketcnnrnn yn.ng berlo.ku~ 

I. membuat Llporan pcluksanaan tugas kcpuda otason sebagm clasur 
penKa..fnbiia.n kebuakan; 

I. rnenyusun tapornn pelaksanaan kegiatan kepada pirnpinan oebog,,, 
wujud akuntabilirae don trunaparA.n~i pelaksanaan kegratan, 

m. menvampaikan Stl1'1 n dnn pernmbangan kepada pirnpinan baik 
Jisan mu.upun rertulis berdasarkan kajian agar- kcgiaran bcrjalnn 
Iancar serm unmk rnenghindari penvirnpangan: dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan Jain dun pimpinan seauui denR.tn 
iugas dan tunasi unit kcrjanya. 



2.3. Sub J.:oordina1or Hukum, Hubungan Mnsyarakat dan J"c'mn,uran 
mempunym tugas ; 
a. mcnyusun rc:m.:anu dan program kegiatart Sub Koordmator Hukum. 

Hubungan. Masyarakat dan Pemasaran berdaeerkan peraturan 
perundang-undangan dun hasil cvntuast keglauin tahun scbelurnnya 
sebagas pedoman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan mclalur pengkajinn permasaluhan 
dan perntumn perundang-undangan agar pelakaunaan rugus berJa Ian 
efcktif dun eflsien: 

c. m<;laksanakon koordinas, dan konsulrasi dengan instansi terkau baik 
verukai ruaupun horiecntnl untuk r,,t">ndnpatkl'ln mformasi, masukan 
serta dalam rangka sink1on.i:sa:<Ji dan her-moruenei pelaksanaan rug.as: 

cl. menelech dan mengkaj: perarurun perundang- undangan scsca. 
lingkup tugaanya sebagai bahan arau pedoman unruk mclaksanukan 
kcgtaran, 

e. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk rckrua. p,etunjuJ.: 
pf'laks.anaan da.n oaskah dinas sc-sua1 Iingkup 1ugasn,·u ~unu 
mcndukung kelancaran pelaksanaan keglatan; 

f. menyiapkan dan rnelak!'l,cUlakftn kegictan kehuma!i.An. infcrmasl dan 
huoungun aruur ternbaga: 

g. mcnyiapkan bahan kerja sarna dengan pihak kenga datam rangku 
peningkatan pelayanan kesehatan dan pernasaran rumah s.ikit; 

h. melaksanakan kajian terhadap rancangau produk hukum RSUO dan 
kcrjasama dcngan pihak keu~o; 

i. metaksanaknn pcmbinunn hubungan dengnn pihak k c -tiga dan 
penyetenggara» Informas, serta publlka$; 

J, mengadakan bimblngan tckrus ternadap kegtaian petuyanan hui<um, 
>Ooialtsasi pelayanan RSUD, pelayanan inlonnas1/pers dan hubungeu 
musyai ukat, perpusmkaan, fasilittts1 kerjn sarna dengan prhak keuga. 
promosl dan pemasaran pckl.)"anun RSUD sesuai kebijakan vang 
ditetapkan atasan dan perarurun perundung-undangon; 

k. menyiapkan bahan dnn menyusun konsep Standar Opcraslonat 
Prosedur (SOP) Sub J.:oordmator Hukum, Hubungan masvarakat dan 
Perna.saran~ 

I. mereneanaknn keburuhan sumber dava manueia pada Sub 
Kccrdino tcr l-l ukurn, Hubungan masyarakat dan Pcmasaran sc-:suut 
beban kcrja dan ketcnruan yang berlaku; 

m mclaksn11akan pemanrnu.an <.Ian c:valua,i Xcgio.tan Sub J.:oordinator 
HuJrum, Hubung.an mnsvarakat dan Pem~saran den~an c.ara 
mcngukur pencap~iian program kcrja ~·cing tefah d1su~un unruk 
buhan luporan dan kc::bijokao Lindak lanjut: 

n. menyusun 1t,poran pelaksanaan kc:giatan kepada p1mpinan ~bagm 
wujud akuntabilitas dan Lranspan:tnsi pduksanut\o kcgultC\11, 

m. rnenyampaikun saran dan pertimbangan kcpada atasan batk ~ni 
lihan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang 
bertaku sebagai bahan masukan guoa kelanc-..aran pelaksanaan tuga~ 
dan untuk menghmdari pcnyimpangan; 

n. mc:laksnnak.an tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 



3. Bagian Reuangan 
3. l Sub Koordinator Perbendaharaan mempunyal rugas : 

a. menyusun rencana den program kegiatan Sub Koordinatoi 
Pe:rbcndaha.taan berdasarkn .. n peraturan perundang-undang"«.n dan 
basil evaluasl kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman 
pc-laksanaan rugas: 

b. rnenjabarkan perintah pirnpinan mclalul pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan 
efcktif dan cfistcn. 

c. melaksanakan koordinasi dan konsunasi dengan mstansi rerkait bark 
vertikal maupun norisontal untuk rnendapatkan lnfcrmast, masukan. 
serta dalarn rangkn ainkronisns.i dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraruran perundang· undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan unruk mc lakaanakart 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan pcnyusunart petunjuk teknis, perunjuk 
pclal<s.anaan, dan naskah dinas scsuai lingkup rugasuyn g'\.11·u1 
mendukung kelancaran petaksanaan kegta tan; 

r. mcrcncanaka .. n. opcrasional kegiatan perbcndanaraan bC'rdasarkEu, 
nasil evaluasi kcgiatan lahu.n lalu, sumber data yang ter-scdia da n 
kebijakan atasan sebagai pedornan pclaksanaan kegiatan; 

g. mernbimbing dan mengontro) kegiatan pcrbendaharaan berdasarkan 
pcraiuran per-urtdang-urtdangart dan kebijakan yang dilclapkan cte-h 
Direklur agar kcgiatan dapat ditaksanakan secara berhasil guna dan 
berdaya guna; 

h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan admintsu-asi ktua.ngan. 
pernbinaan clan pengawasan kegiatan perbendabas'aan dengan 
Subbagian dan Seksi yang terkait agar hasilnya ierpadu dan lebih 
akurat: 

1. mengadministrasikan belanja RSUD, mengoordina-sikan bendahara 
pcngeluaran dan bendahara pen~eluaran pcmoaruu. 
mcrekomcndasikan pengajuan dokurnen betania serta menyusun 
laporan realisasl belanja RSUD sesual dengan kereruuan yang 
bertaku: 

J· mernerikse dan rnengontrol terhadap Surat Permintaan Pe1t)bayaran 
(SPP) beeena tarnpirannya sebelum diterbukan Sural P<!rintuh 
Membayar (SPM) dan/ atcu Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), 

k, memeriksa dan meneliri surat pert.anggungjQ.walYdfl (81~.f) belanju 
langsung dan ridak langsung beserta tampirannyu untuk inc::nghindari 
kcsalahan; 

1. rnengoordinasikan tcmuan hasit pemcriksaan dari in~1 u u~i 
pemeriksl:I: 

m. inenyiapka.n bahan clan menyusun konscp Standar Oper:,;is1onal 
Prosedur' (SOP) Sub Koordinator Perbendaha.raan; 

o. menya.inpaika.n saran dan _pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiaran berjalan 
lancar serta untuk menghindari pcnyimpanga.n; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugns dan runssi unit kerjanya. 

3X 



6 

n. merencnnakan keburuhan sumber days manusia ~1da Sub 
Koordinalor Pcrbcndaharaan sesuai beban kerja dart keteruuan yang 
berlaku; 

o. mclaksanakan pcrnaruauan dan evatuasi keguuan Subb ... tgian 
Pcrbendaharnan dengan earn rnengukur pencapaian pr"!(• am l<crju 
yung telah disusun urnuk bahnn laporan dan kebijakan undak lanjut, 

p. menyusun laporan pelaksanaun kcgiatnn kepada pimpinan sebagal 
wujud akuntabilirae dau trensparansr pelnksanaan kegiatnn: 

q, menyarnpaikan saran dun pertimbangan kepada pirnpman baik 
lisan rnaupun tcrtutis berdasarkan kitJtan Agar k~iarnn berjaJan 
lancar serta unruk menghlndarl pcnylmpongan; dan 

r. mclakso.nakan n1gas kedlnasan Wm dan p1mpman se!',u,t.i tkngan 
iugas don fungei unit kerjanya 

3.2. Sub Koordrnaror Anggaran rnempunyai tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kcgintan Sub Koordinaror Anggaran 

berdasarkan peraruran perundang-undangan dan hasil evuluass 
kcgiatan tahun scbclurnnya sebagal pedoman pclaksnnean iugas: 

b. mcnjabnrkan perintah pimpman mclalui pengkajian permasalahen 
dan penuuran perundang-cndangan agar pelaksanaan rugas berjalan 
cfcktif dan cfi,!en; 

c. melaksnnakan koordinasi dan konsultasl dengan inswnSJ 1r-rk~u1 bark 
vcrtikal maupuri horisontal untuk mcndapatkan lnformasr, rnasukan, 
serta dalarn rangt<a sinkronisasi dan harmomsasi pelaksanean tUS,tas. 

d menelaah dan me;:ngkaji pereturun perundung- undangun sesua: 
lingkup rugasnya sc:bagai bahan atuu pedoman urttuk m,...luks..'H\a~"\n 
kegiatan; 

c mcnyi.apkan bahttn pcnyusuna.n f)('tunJuk teknis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dmae eesuai ll.ngkup rugasnva ~nu 
mcndukung kclancaran pelaksanaan kegiaran: 

f. merencanakun operasronal kegiatan intensitikas, peningkatan 
sumber-sumber baru pendapatan dun penvelesaran tagthan 
bcrdasarkan has1l evatuast kegiaran tahun lalu, sumber data vana 
rersedia dan kebiiakan arasan $Cba~ui pedomun pd~ksn na:-in 
kegiatan; 

g. mcmbimbing d.;11 mcngonuol keRrntan mtcnsrflkusi pemngkatan 
sumber-sumber baru pendepmon dM penvcsaian tuKthan 
berdasarkan peraturan perundang-undangcn dan keb11akan ,an.i 
diretapkan oleh Direkiur af(ar kegiatan dap11l diluksanukun sct:;ir;, 
bcrhas,t gunn da" berdeya gunc1; 

h. menyiapkan bahan koordinaei kcgiatan udmmisu-asr keuangan, 
pernbinaan dan pengawasan ;;.cg1aum intcnsifiko.si pemngk,nan 
snmber-aumbcr boru pcncapatan dan pcnyetcaat .. n'I lag,hun dengan 
Subbagian dan Stksi yang 1crkait agar hasilnya ,crpadu dan lcbih 
nkura~. 

i. inengoreksi dan menclill tcrhudap rcalisns, pcloksan«an 1wner11naan 
dun prngehlaran keuRnJr,an dcngon can• mcmbandin~ku11 rc-alis.-is.i 
dtngan perencf\nflnn asnr dil<ctahu1 tingkt\\ pcncapaiannyu 

j. mclaksanakan kajian atau analisis yang meliputi b1a,·a , ang 
dike}uarkan. scmuo. pencrirnndn. kk\itn yong <.fo,1Jukan, pd'!Ctx.uk.in 
data jumlah pasicn ra"°at jalan dtm ra,\at innp s.ctl6p h.:i.ri d('11R,an 
kondh1i rii1 Qn,k pn~ien umurn maur,un pa5tert dcngan pcn1am1nno~ 
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k, md..a.ksanokan penyusunan reneana pendapatan per instalas, dan per 
bidang, mcnatuusahnkan seturub penerimaan. berkocrdmasi dan 
01engajukan k.laJm kepada pihak kctigo. selo.ku penj;imin piurang. 
menganahsa piutang udak tertagth, menyusun dan mengonaliss ('(.t.<dl 
flow, mcngeloln rekening-rekening bank. dan mcmbuat Juporan 
pcndapatun secara periodik guna merunakatkan pendapatan: 

l, menyusun rencana pendupatan, mcngadrninistrasikan semua 
penerimaan. membuat Iaporan pendapatan sccaru peril..K.hk, ... erta 
menyetor pcndapatan yang ditenma ke dalam rekening RSUO; 

m. mclaksanakan analiso oas,i flow. menyusun dan mclapci kan cash 
flow RSUO per h11ri kcpada atesan: 

n melaksanakan penagihan piutang umum dan piutang pa&if:n dcngan 
penjamman, dan mernbuat analisa piutang kemungkuian 1 sdak 
terragih, scrta mclaporkan phnang sctiap buJan kepada arasan. 

o. mclaksanakan koordmasi dcngan pihak pcnjnmin pasie». mcmbuai 
dan mengajukan klatm pelayanan RSUD kepada penjurnirt baik 
pernerintah maupun penjamin tainnye: 

p. menyiapkan bahan dan mcnyueun kcnsep Standa.r Op,,taMooal 
Prosedur (SOP) :$ub Kocrdtnruor Anggamn, 

q mercneanakan kebuiuhan sumber daya manusia puda Sub 
Koordinator Anggaran sesu~i beban ker:,a dan ketentuan vang 
berlaku; 

r. mclnksannkan pernamauan dan evatuasi kegiawn Sub xoordmaror 
Anggarae dengan cam mcngukur pencapalan program kerja )·an~ 
tclah disusun untul< bahan lapornn dan kebijakan tindak lanjut, 

s. menyusvn laporan pelaksanaan kegiamn kepada prrnpman Sf"bagai 
wujud akuntabilitas don transparansi pctaksanaan kcgiatun: 

t. menyampaikan saran dan perurnbangan kepada pimpman w,k 
lisan rnaupun tcrtulis berdasarkan kajian agar kcgiamn benutan 
lancar serta untuk menghindari pcn)irnpangan~ dan 

u. melcksannkan tugaa kedinasan IHin don prmpman sesu,u dengan 
rugas dan fungsi unit kcrjanva, 

3.3. Sub Kcordinator Akuntansi rncmpunyai tugas : 
a. menyusun rencana don program kcgiat.on Sub Koordinator Akunransi 

oerdasarkan peracurun pcrundnng-undangnn dan basil evaluasr 
kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedcruan pclaks.unaan rugas: 

b. menjabarkan permrah pimpman melalui pengkajian permasatahan 
dan peraiuran perundnng-undangnn agar pclaksanaan rugt1s berjatan 
eft!ktJf dan enssen, 

e. me l.rksanakan koordinasi dun konsuttast dengun instans: t<:rkait bark 
verukal inaupun hori~ntal untuk mcndopatkan mfonrun,l. m1:1~ukf;l11, 
sena dalom rangka sinkron1&asi don harmoni~u~a pclOks..'l.110.m tUJi(.as~ 

d menelaah dan mcngkaji pcraturan pcrundang undanp,an ~t'S\Ja1 
Jingkup tl1g11sni·a seb;igai bwlan atau pedoman untuk mduksanukon 
kcgiutan; 

c. men.)iapk.nn bahan pen)usunun petunjuk tekm5'. pe1unjuk 
pel'-lksannan, dan nCh,kah dJnat- sesuui lingkup tugasn~ ~, guna 
mcnduku11g kclancaron pclaksanaan kcgialan; 

r. mcrnbimhing dnn memfASllita~i kegtatan alruntans1 keuangan. 
penatausahaan btir'C\nt;; milik Dat>rnh srsua1 kebijt1kan nmg 
diteta.pkan oleh ttl3S811 dun ixn\.turun perundang.undanga11 agar 
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4. Bidang Pclayanan Me<lis 
4.1 SUb Kocrdinator Mrdis Rawat Jalan rnernpunyai tugas : 

a. menyusun reneana dan program kegaatan Sub Koordmater Pelavanan 
Medis RAWitl Jo.lan bcrdnsarkan pcrnrurnn pe rnndang-undangan dnn 
hasrl evaluasi keg,atan tahun scbelumnya sebaga1 pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perinrah pimpinan melalui pengkajian pcnnasalahun 
dan peraturan perundang ... undungan cgar pelaksanaan tUg._lS berjalan 
cfektif den eflslcn; 

c, mclukeanukan kcorelinasi dan konsuttasi dengan instam:H tcrkatt bark 
,ert.ikttl n\e.upun honsonlid umuk mendapatkan infcrmast. masukun, 
serta da1arn rangka ~inkronisasi dan barmonisasi petaksanaan tugas: 

d menelaah dan mengkaji perarure» pcrurulnug- u,...dnng_311 scsuai 
lingkup tugasnya sebagar bahan atau pedcman un1uk md,,ksanakAn 
kegiaten; 

e. meny,apkan bahun penyu~unan P<>tUnJuk td<nib, J)<:lUnJUk 
pe1aksanaan, dun naskah <.Jin1:1.:s ~suai llnglrup r\1gasnya gun<• 
men<lukung kelancu.ran petaksanaan ke-Ktatan, 

I. mcrc:t1ca1·u1kan jumlah dan jcnis pcralatur, kesehtican y.ang 
diblltuhkon olch unit-uni1 perawa1an yang berada dj bawah tang_gun.14 
jawubnya untuk kelanca11111 pcloksnnnan pel~y•1nan, 

J, 
k. meteksaneken pcnatousahnan barang milik Dacrah; 
I. menyiapkan bahan da n menyusun konocp Standar Open>S1onal 

Prosedur (SOP) Sub Koordinator Akunransi: 
m. rnerencanakan kcbutuhnn sumbcr d.a)a manusia pada Sub 

Koordinator Akuntanst sesual beban kcrja dar"I keteruuan van~ 
berlaku: 

11. rnelakaannkan pemantnuan dan cvaluast kegtaian Subbagian 
Akuntansi dengan cura mengukur pencapaian proj\ram kc-rJa , an11 
telah disusun untuk bahan Japoran dun kebijaken tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pclaksenaan keg,atan kepuda punpimm sebag.u 
wujud akuntabititas dan rransporansi pelaksanaan kegiauur, 

p. menyampaikan saran dn.n J)<:rtimbangan kepada pimpinan bark 
lisan maupun terrulis bcrdasnrkan kojill11 agnr kegiatnn bt-l)alan 
lancar serta untuk menghindari penyunpangan, dan 

q. meteksaunkan tu.go$ kedinason lain dart pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan (ungsi unit kerjonya. 

mcnghuung Lorif paket dan mernbandingkan den gun 
scbenamya serta rnenganahsa semua biava yang dikeluarkan 
sebagai dasar per'1yusuncm unit cosr, 
menyusun lsporan akuntansi secara perio<lik; 

keglaran dupat dtlaksansknn secnra berhasil guna ctan berdava guna, 
g mengontrol kegiatan admin..iat.rasi akuntans, (pe-mbukua1'1 dan 

pelaporanl sesuai pedoman y,mg bertaku, kebijakan yan11 ditctupkon 
oleh atasan clan peraturan perundang-undangan agar kegnuan dapat 
ditakeanaknn sesual dengan kerenruan yang berluku; 

h. menyusun dan memutakhirkan •istcm akuntansi keuangan RSUD; 
rncngklasiflkaaikan biaya admmistrasi dan btaya pclayanan RSUD, 

bray» 
l{::,UI) 

~· 
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g. mengcmbangkun dan meningkaikan mutu kegiutan pelayanan med1~ 
rawat jalan deugan menggunakan sumber daya yanR ada ugar sesuat 
dengan perkembangun ilmu pengctahuan dan tri<.noloei: 

h. melaksanakan petnaruauan dan evaluasi kegiaian Sub Koordmaror 
Pelayunan Med,s Rawar Jalan dengan cara rnengukur peocepaian 
program kerjn yang telah disusun untuk banan tapcran dau 
kebijakan tindak lanjut; 
menvlapkan bahan da n menyusu 11 konsep Stander Op~t'os,orhd 
Prosedur (SOP) Sub Koordmator Pela)·anan Med•• Ra""' Jalan; 

J merencanukan kebutuhan sumber daya manusia pada unu kerju 
yang rnenjadi tanggung jawabnya ocsuai dengan beban kerja dan 
ketentuan yang berlaku: 

k. menyusun lsporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnplnan Sl'bagu1 
wujud ukunlnb1liLas dan rransparansi pelaksanuan kegiatan. 

I. menyampaikan saran dan pcrumbangan kcpada pimpinao, balk 
lisan maupun iertuhs berdasurkan kajiun o.gur kegi~tnn br-r,alan 
Iancar serta untuk menghindari pcnvimpangan; dan 

in. melaksanakan tugas kedmasan fain dan pimpinan sesuar dengan ,., 
tugas dan fungs· rjunya. n.- '. 

Sub Koordinato Pelayann Mcdis Rawal !nap mempunyai rugae , ..../.0. r" ·- 
a. menyusun nt:tu1a program kegiatan ~ub Koordmatoi Pelayanm-lJ 

Medis Rawaf berdasarkan permuran perundang-undangan dan t 1'. 
hasil evaluasi kegiotan tah un sebelumnyu sebagat pcdornan IJ" , · 
pelaksanaan rugas: ~--QAV" 

b. mcnjo..barkan perintah pimpinan rnelahu pengkajlau pcrmas .. dL,hon ~II""'' 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaan tugRs 
berjatan efektif dan disien: 

c. melaksanakan koordmasi dan konstJh.as1 dcngnn msransi u-rkait baik 
vertlkal rnaupun hortscotet unruk mcndaputkan mfcrmasr, ma,.ukan. 
RCrtQ dalam rangka smkronisas, dan harmonisast peluksanaen tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan per-undang unctangan ~!;uai 
hngkup rugaenya sebagei bahart atau pedornan uniuk meluksanakan 
kegiatan: 

e rnenviapkan bahan pcnyueunan pctunjuk tckrri s, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dmas sesual lingkup tu~asn\'a guna 
rnendukuug kclanceran pelaksanaan kegieran, 

f. mercnc:anakan jum!ah dan jenis peralatan kcsehatan .\Bllli(. 
dibutubkan oleh unn kerja yang bcrada di bawah tanggung jawubnyu 
umuk kelancatan pelaksanaan pclayanan; 

g. rnengembangkan dan rneningkatkan mucu kegiuta.n pclaynnan med1l'\ 
mwal in.ap dengan mcnggunakan ~umber dayu y1:mg ad,, u~1:Lr !iC'sLHu 
dengo.n pcrkcmbangnn ilmu pengetahuan dan tcknologi; 

h. mclt1..ksam.1kan pcmant.auan d(ln evaluosi ker.,tata.n St:lo.:-i.l 
Pelaianan Med1s R1t"a1 lnap dengan cura mengukur l)<'ncapai•n 
program kcrja yang telah disusun untuk bahun lapornn dan 
kebijabn tind,1k lan;ut; 

i. menyi11pkon bohan dan menyusun konscp Standar Operdslonul 
Pro!'tC'dur (SOP) Sub Koor<linacor Petavtu1an Meditt Ru\vaL 1,·mp; 

j. merencanukan kcb\ltuhon sumber dayA manusia pada untt i<erJ11 
,,ang rneniadl i.anggung jawabnya •csuol dengan beban kerjo don 
kecen1uat1 yang berloku; 

k menyusun lapnran pelaksanann kegiarnn kcpuda p1mp1nnn $Cbag.l1 
'"--UJud akuntabilita~ dan transparan,i pelaksanuan keg1aum. 

+.2. 



tcknis. pcLunjuk 
tugasnya gun a 

e. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk 
pctaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup 
mendukung kelancarau pelaksanaan kcgtatan , 

r. mcnyusun rancangan standar pelayanan keperawata n mwat jalan 
berdasarkan pcdoman yang ada guna mc:ningkatkan mutu pelayanan 
keperawatan di RSUD; 

g. merencanakan jumJah dan jcnis pcralatan kesenaran y~·mg 
dibutuhl<an olcb unit-unit perawawn yang berada di bawah tanggung 
jawabnya untuk kclancaran pclaksanaan pelayanart: 

h. mernoimbing dan rnef'ldayagunakan tenaga keperawatan yang berada 
dibawah tanggung jawabnya sccara cfektif dan eflsten seturtgga 
pelayanan kesebaean sesuai dengan standar yang dueiapkan: 

1. mengernbangkan dan irn::ningkalkan mwru pclayan~n kepC'n.n,·:,Han 
rawat jatan sesuai dengan standar rnutu yang berlaku, 

j. mcmerrmu dan mengevahrasi palaksanaan kegiaian petayanan 
keperawaran rawat jalon baik secara langsung maupun Lidi;:1k 
tangsung sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan: 

k. menyiapkan baha n dan menyusun konsep Stander Ovt::rasional 
Prosedur (SOP! Sub Koordinator Pelayanan Keperawatttn Rawat 
.Jalan; 

1. merencanakan keouumsn sumber daya manusie peda unit kerja 
yang menjadi ranggung jawabnya sesuai dcngan beban kerja dan 
kct.cntuan yang berfaku ; 

m. rnenyusun taporan pclaksanaen kegiatan kepada pimpinan scbagai 
wujud akuntabilitas dan transparans, pelaksanaan kegiata.11; 

n. mcnyo.mpaikan saran dan pcrtimbangan kept1da pimp1nan t>afk 
lisan maupun ti:rtuUs berdaaa..rknn kajian agar keg1atan berJa~<lll 
lancar sc:::rt.a unLuk menghirHJari penyimpang~n; dao 

5. Bidang Pelayunan Keper:awatan 
5.1. Sub Koordinalor Pelayanan Keperawatan Rawat .Jalan mcmpunyai 

tugas : 
a. menyusun rencaua clan program kegiatan Sub Koord inator Pelayanan 

Keperawatan Rawat .Jaian berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan t.ohun sebehrmnya sebagai 
pedomau pelakaanaan tugas: 

b. menjabarkan periruah pimpman melalui pengkajian pcnnasalahan 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaa n LU gas 
bcrjaLan efoktif dan efi sien; 

c. rnelaksanakan koordina.si dan konswltasi dengan lnstansi lcrktiiL baik 
vertikal maupun horisonr.al uruuk mendapatka.n Inrcrrnasr. masukan. 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasr pelaksanaan rugas: 

d, menetaah dan mengkaji peraturan perundang- undangun sesuai 
Hngkup Lugasnya sebagai bahan atau pedoman unruk melakserrakan 
kegiatan; 

l. menyampaikan saran dan perlimbangan kepada pirnpman baik 
lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar kcgiatan berjalan 
tancar serta unruk mcnghindari penyimpengan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugas dan fungsi unit kcrjanya. 



6. Bidang Pelayanan Penunjang 
6.1. Sub Koordhiator Pela.yanan Penunjang Medi:,; mempunyl:'li lug::.,s: 

a. rnenyu&t1n rcncana cta.n program l<egiatan Sub Koordit1alOt Pclayanan 
Penunjang Medis berdasarkan per;:1n1ran perundang .. undangan dan 

o. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pirnpinan sesual dcngan 
iugas dan fungsi uniL kerjanya. 

5.2. Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat lnap rnernpunyai rugas · 
a. menyusun rencena dun program kcgiatao Sub l{oordinator Pelayanan 

l'\cperawatan Rawat (nap berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnny u e,e-bag.:ii 
pcdoman petaksanaan iugas: 

b. rnenjabarkan pcr'iurnh pimpinan mefahri pcngkajian permasalahan 
dan peraturan pc::rundang·undangan agar pelaksanaan LUg8$ berja.lan 
efektif dan ctlsien; 

c. melaksano.ko.n koordinasi dan konsult.asi dengan mstansi terkalt bail< 
verukal rnaupun horisontal untuk mendapaikan inforruasr, masukan. 
serta dalam rangka sinkroni:sasi dan harmomsasi pelaksanflM1, tugas: 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang· undangan sceuai 
Ungkup usgasnya sebagai bahan atau pedornan untuk melaksanakau 
kcgiaran; 

e. menyiapkan bahan penyusunan pc::tunjuk teknis, pcu .. mjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tuge snya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyusun rancangao standar pelayanan keperSiwatan rawar inap 
berdasarkan pedoman yang ada guna mcnirrgkatkan muru pelayanan 
kcperewatan di RSUD; 

g. mercucarrakan jum1ah clan jenis peralatan kesehaian yang 
diburuhkan oleh urtit-urait perawatan yang berada di bawah tanggung 
[awabnya untuk kclancaran pelaksal.'laan pelayanan ; 

h. membimbing da.n mcndayagunakan ienaga kcperawatan yang bcrada 
dibawah tanggung jawabnya secara efektif dan efisien schmgg.a 
petayanan kcschatan scsuai dengan stander yang ditetapkan; 

1. mengembangkan dan meningkatkan rnuiu pclayanan keperaworan 
rawat inap sesuai dengan standar mutu yang berraku; 

J· memantau dan inengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 
keperawatan rawat inap baik secara tangsung rnaupun udak 
langsung sebagai bahan masukan untuk pemngkaten pclayunan : 

k. rnenyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Sub Koordinator Pclaye nan Keperawatan RawaL lnap; 

I. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada unit kerja 
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan beban kerja dan 
kctcntuun yang bcrlaku; 

m. rnenyusun lapor'an pelaksanean kcgiatan kepada pirnpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan rransparansi pclal<sana.>n kegiatan; 

n. incnyompaiklm saran dan pen..imbangan kepada pHnpman ba1k 
h~an maupun lertulis berdasark,:m kajian agar kegiatan be1:,alan 
lancar scrta untuk menghindal'l pcnyimpangan; dan 

<>. mcla.ksanakan tugas l<edinasan lain dari pimpinan sesuai dcngun 
tug.as dan rungsi Llnit kerjanya. 



hasil evatuasi kcgiatan tahun sebehtmnya sebagai pedoman 
pelaksanaan rugas: 

b. menjabar-kan perintah pirnpinan melalui pengl<ajian perma::;.atuhr.1.n 
dan peraturan pcrundang-undangan agar peleksanaan rugas 
bcrjalan efcktif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsulrasi dengan instansi u-rkait baik 
verrikal rnaupun horlsontal untuk mendapatkan informasi. masukan, 
ecrta dalam rangks sinkronisasi dan narmonisasi pelaksanaan tugas: 

d. mcnelaab dan mengkaji peraruran pcrundo..ng- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan untuk mclakaanakao 
kegiatan: 

e. rnenyiapkan bahan penyusunan perunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai Iingkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran pelal<sanaan kcgiotan; 

r. menyusun rancangan stander pelayanan penunjang medis 
berdasarkan pedornan yang ada guna rneningka,tkan mutu pclayanan 
penunjang medis di RSUD; 

g. merencanakan jumluh dan jerns peratatan kesehaian yang 
dibutubkan oleh unit-unit pelayanan yang berada di bawah ianggung 
jawabnya untuk kelancarau pelak~anaan pelayanan: 

h. rnembimbing dan mendayagunaken icnaga pcnunjang rnedls yang 
berada dibawah tanggung jawabnya secara efek1if dan cfisicn 
sehingga pelayanan kesehatan scsuai dengan srandar yang 
ditctapknn; 

i, mengernbangkan dan meningkaLkan mutu pelayanan penunjang 
med is sesuai dengan standar mutu yang berlaku; 

J· mcmantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 
peuunjang rnedis baik secara langsung maupun udak langsung 
sebagai bahan masukan unuik pcningkatan peleyanart 

k, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar opcras.onai 
Prosedur (SOP} Sub Koordinator Pelayanan Perrunjang Medis; 

1. rnerencanakau kebutuhan sumbcr daya manusra pada uni1 
pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya scsuai dcngan beban 
kerja dan ketemuan yang berlaku; 

m. mcnyusun taporan pelaksanean kegiatan kepada pirnpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan rransparansi pelaksanaan kegiatan, 

n. menya.mpa..ikan saran dan pertim bangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk mcnghindari penyimpangan ~ dan 

o. metaksaoaxe» tugas kedinasan lam dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi un it kerjanya. 

6.2. Sub Koordinalor Pelayanan Perrunjang Non Medis rnernpunyai l1.1gas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pclayanan 

Penunjang Non Medis berdasarl<an pcroturan perundang-undangan 
dan I ,asil cvaluaei kegiatan ta hun sebelumnya sebagal pcdoman 
pelaksanaan tugas; 

b. me..njabarkan ptrintah pimpman melalui pengkajlan permasalahun 
dan peraturan perundang .. undangan agar pelaksanaan n1gcjs 
berjalan efektif dsn efisic::n; 

c. melaksanakan koord1nasi dan konsu1ta:si dcngan in~ta.nsi lt'tkai1 baik 
vertikal maupun horisontal unlu.k mtrldapat.kan informas\, masukan. 
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r. menyusun rancangan stander petayanan penun1ang nwi med 1, 
berdasarkan pedoman yang ada guna rneningkatkan mutu peluyannn 
penunjang medis di RSUO: 

R, merencanakan [umlan clan jenia per-alatsm kesehntan ,·.,ug 
dibutuhkan oJeh urut-untt pelay'1nan yang be-rude di bawah 1Anggunt! 
1awnbnya untuk kelnncaran petaksanaan pelayanan, 

h. mcmbimbing da.n mendayagunakan ienags penuniang non medr-, 
yang berada dibawah t.anggung JOwobnya secera efeknf d.;1.n t'risu.:n 
sehingga pelayanan kesebatan seeuai dcngan srundar yanu: 
dnetapkan: 
mengembangken dan rneningkatkan muiu pelayanan penunjnng uou 
medrs sesuat dengan standar mutu yang berlnku: 

J· mcmenteu dan mengevaluasi pelaksauaan kcgiatan p<'luyA1111n 
pcnuojang non medis baik sccara langsung maupun tidak IL1rg!liur1~ 
sebaga] bahan rnaeukan unruk pemngkatan pelayanan 

k menyiapkan bahan dan menyusun konscp Smnder Operasional 
Prosedur (SOP) Sub J(oordina1or Peloyannn Penunjang Non Mcdis; 

I. mcrencanakan kcbutuhon eumber dA)'n manusia pada unn-unu 
pelayanan yang rnenjadi tangguns jawabnyn sesuai dengan b::-b;111 
kerJ~ dan ketentuan yang bet laku, 

m. menyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada pim p111w1 ~dMµ.,u 
wujud akuntabihtas dan transparansi pelaksanean keg1a1a11· 

n mcnyampaikan saran dan pernmbangan kcpade p1mp1nAn b.uk 
lisan moupun tertulis berdasarkan kaJ1an agar kegiotan bcrjulnu 
Janco, sorta v.ntuk menghindari penyimpangan: dan 

o melaksanakan tugas kcdinasan lo..m d.oti punpinan ~tsu~i dengun 
rugas dan lungsi unit kerjanya. 

tekrns, petunjuk 
tugasnya gun., 

c, menyiapkan bahan penyusunan pcrunjuk 
pelaksanaan, dan naslcah dinas sesuoi lingl<up 
mendukung kelanceran pelekeanaan keg,atan: 

sena dalarn rangka sinkrontsusl dan barmonlsnei peliJkso.nnAn l\.1Qi.1l'o, 

d. menelaoh don rnengkaj: peraturan perundang undang,,n ,csu,, 
lingkup rugeeuye 5Cbagoi bahan ~1Au pedoman UOlUk mclaksanak.u: 
kegiaran: 

4h 


